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ABSTRAK

EVALUASI KEEFEKTIFAN STRATEGI PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH
PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2017
(Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah)

Fauzi MA
zhyrex{@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Permasalahan pengelolaan aset publik di pemerintah pusat maupun di
pemerintahan daerah selalu menjadi persoalan. Upaya pemerintah menerbitkan PP
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagai
pengganti PP Nomor 6 Tahun 2006, juga sebagai upaya pemerintah pusat dalam
rangka implementasi good governance dan penyesuaian dengan dinamika
persoalan-persoalan pengelolaan barang milik negara/daerah dan juga terkait kasus-
kasus pengelolaan barang milik negara/daerah temuan pemeriksaan BPK. Mendagri
juga telah menerbitkan Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah. Melalui THPS [ tahun 2017, BPK memberikan opini WTP
atas 375 (70%) LKPD, opini WDP atas 139 (26%) LKPD dan opint TMP atas 23
(4%} LKPD dan total keseluruhan 537 LKPD tahun 2016. Diperolehnya opini

. selain WTP, 29 persennya disebabkan oleh permasalahan pada aset tetap.
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sudah sejak tahun 2008 s.d. 2017 memperoleh
opini WTP, hanya tahun 2011 dan 2013 memperoleh opini WDP. Meskipun
demikian, persoalan pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten
Aceh Tengah masih belum efektif dan periu ditingkatkan pengelolaannya.
Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana keefektifan pengelolaan barang milik
daerah dalam konteks inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset
dan pengembangan SIMA dan bagaimana keefektifan strategi pengelolaan barang
milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tahun 2017. Penelitian i
menggunakan informan teknis dan informan non tekms dalam pengelolaan barang
milik daerah yang berjumlah sebanyak scpuluh orang. Instrumen penelitian
meliputi pandvuan wawancara, panduan observasi dan panduan pengumpulan data
sekunder. Adapun prosedur pengumpulan data menggunakan wawancara,
observasi dan dokumentasi, dan dengan menggunakan metode analisis deskrniptif
kualitatif. Berdasarkan hasil dan pembabasan penelitian, bahwa pelaksanaan
pengelolaan barang milik dacrah ditinjau dan konteks inventansasi aset, legal audit,
penilaian aset, optimalisasi aset dan pengembangan SIMA pada Pemenntah
Kabupaten Aceh Tengah belum sepenuhnya efektif. Demikian juga dengan strategi
pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tahun
2017, hanya penyusunan sistem laporan aset dan pendataan barang milik daerah
telah dilaksanakan secara efektif, sedangkan pengamanan aset pemda dan
pelelangan aset pemda belum dapat dilaksanakan secara efektif.

Kata Kunci: Evaluasi, Keefektifan, Strategi, Pengelolaan Barang Milik Daerah
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ABSTRACT

STRATEGY EFFECTIVENESS EVALUATION OF REGIONAL
PROPERTY MANAGEMENT
AT CENTRAL ACEH DISTRICT GOVERNMENT IN 2017
(Case Study at Central Aceh District Financial Management Agency)

Fauzi MA
zhyrex(@gmail.com

Graduate Study Program
Indonesia Open University

Public assets management issue in both central government and regional
government 1s always a problem. Government effort to issue Govemment
Regulation No. 27 of 2014 on State/Regional Property Management as the
substitution of Government Regulation Number 6 of 2006, as well as govemment
effort in the implementation of good governance and integration to the dynamics of
state/regional property management problems and other cases of state/regional
property management of BPK audit findings. The Minister of Home Affairs has
also issued Regulation of Minister of Home Affairs No. 19 of 2016 on Guidelines
for Regional Property Management Guidelines. Through THPS 1 in 2017, the
Supreme Audit Board provided an unqualified opinion on 375 (70%) LKPD, a
qualified opinion on 139 (26%) LKPD and a disclaimer opinion on 23 {4%) LKPD
of total 537 LKPD in 2016. Opinions other than WTP were obtained, 29 percent
was caused by disruptions to fixed assets. Central Aceh District Government has
obtained unqualified opinion from 2008 to 2017, qualified opinion was obtained
only in 2011 and 2013. Nevertheless, the problem of assets management in central
Aceh District Government is still not effective yet and the management needs to be
improved. This study describes the effectiveness of regional property management
in the context of asset inventory, legal audit, asset valuation, asset optimization and
SIMA development and how is the strategy effectiveness of regional property
management at Central Aceh Distnct Government in 2017. This research used
technical and nontechnical informants in regional property management. The
research instruments were interview, observation and secondary data guidance.
Data collection procedure was using interview, observation, and documentation, as
well as using qualitative descriptive analysis method. Based on the results and
discussion of the research, the regional property management in the context of asset
inventory, legal audit, asset valuation, asset optimization and SIMA development
at Central Aceh District Government has not been fully effective. Similarly, the
strategy effectiveness of regional property management at Central Aceh District
Government in 2017, only asset reporfing system and regional property
management data collection are effective, while asset security and asset auction
cannot be implemented effectively.

Keywords: Evaluation, Effectiveness, Strategy, Regional Asset Management
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c. Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten

Aceh Tgngah

Sejak tahun 2011, pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah
Kabupaten Aceh Tengah mengalami perkembangan. Baik dari segi struktur
organisasi, aturan dan juga perkembangan aset yvang dikelola. Dari segi struktur
organisasi, pengelolaan Barang Milik Daerah untuk pengurus barang pengelola
atau Bidang Aset berada di bawah organisasi atau Dinas Pengelolaan Keuangan
dan Kekayaan Daerah . (DPKKD) Aceh Tengah. Kemudian, pada awal tahun
2015, dalam rangka upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, DPKKD
dipecah menjadi dua dinas yaitu Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh
Tengah dan Dinas Pendapatan dan Aset Kabupaten Aceh Tengah. Bidang Aset
selama dua tahun yaitu 2015 s.d. 2016, berada dibawah Dinas Pendapatan dan
Aset Kabupaten Aceh Tengah. Selanjutnya akhir 2016, Dinas Pengelolaan
Keuangan Kabupaten Aceh Tengah dan Dinas Pendapatan dan Aset kembali
lagi digabungkan menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh
Tengah hingga saat ini dan Bidang Aset masih dibawah dinas tersebut.

Dari segi aturan, pengelolaan Barang Milik Daerah sebelum tanggal 11 April
2016 masih mengacu pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan aturan-aturan diatasnya
seperti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang
Penjualan Kenderaan Perorangan Dinas Milik Negara. Pemerintah Kabupaten
Aceh Tengah juga telah mengeluarkan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor

7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerab.
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Selanjutnya setelah terbitnya peraturan terbaru pada tahun 2014 yaitu
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas,
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan Permendagri Nomor
19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sampat
saat ini belum ada gqanun atau turunan peraturan yang dikeluarkan Pemenntah
Kabupaten Aceh Tengah sebagai tindaklanjut dikelvarkannya permendagri
diatas. Namun dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah pada
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mengacu Perinendagnt Nomor 19 Tahun
2016.

Dan segi perkembangan aset yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten
Aceh Tengah, dapat dilihat dari Laporan Keuangan Pemenintah Kabupaten
Aceh Tengah dan tahun 2013 s.d. 2017, terjadi fluktuasi yang signifikan.
Terutama pada tahun 2015, dimana jumiah Aset Tetap mengalami penurunan
akibat adanya perubahan sistem akuntansi yaitu dari cash basis menuju acrual
basis. Pada tahun 2013 jumlah Aset Tetap tercatat sebesar
Rp2.095.600.778.992,00 dan pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar
12%, yaitu menjadi Rp2.353.289.844.868,00. Namun pada tahun 2015, terjadi
penurunan sebesar 40%, menjadi Rp1.408.316.354.815,00. Penurunan tersebut
akibat dilakukannya pertama kali penyusutan untuk Aset Tetap dan
dikeluarkannya Aset Tetap yang rusak berat dari Neraca, sehingga lebih

mencerminkan posisi keadaan Aset Tetap yang sebenarnya.
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Adapun lebih lengkapnya, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah khusus Aset Tetap dari tahun 2013 s.d. 2017 dapat

dilihat pada Tabel 5.4 berikut ini:

Tabel 5.4

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah khusus Aset Tetap dan Aset Lainnya dari tahun 2013 s.d. 2017

Tahun
No Aset 2013 2014 2015 2016 2017
1 i Tanah 151.676.282.994 154.174.620.886 166.924,550.536 181.929.604.918 184.984.426.088
2 | Peralatan dan Mesin | 325.545.643.030 369.881.199.473 278.488.611,789 323.517.614.708 375.190.249,959
3 | Gedung dan Bangunan ] 389.767.854.120 493.686.880.663 551.311.156.597 640.681,124.338 731.127.161.943
4 . Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.195.795.555.979 | 1.291.022.708.498 | 1.132.893.652.371 1.493.031.784.600 1.749.574.776.427
5 | Aset Tetap Lainnya 32,815.442.869 34.567.308.391 19.546.746.420 22.398.438.865 27.074.257.722
6 | Konstruksi dalam Pengerjaan 9.957.126.957 11.646.480.957 39.609.353.893 11.690.489.440
7 | Akumulasi Penyusutan (752.494.843.855) | (880.417.189.795) | (1.007.367.829.884)

Jumlah Aset Tetap | 2.095.600.778.992 | 2.353.289.844.868 | 1.408.316.354.815 | 1.820.750.731,527 2.072.273.531.695

§ | Tuntutan Ganti Rugi 02.144.437 84.144.437 71.644.437 68.644.437 261.845.261
9 | Aset Lain-Lain (netto} 247.279.032.115 247.279.032.115 279.843.819.588
Jumlah Aset | 2.095.692.923.429 | 2.353.373.989.305 | 1.655.667.031.367 | 2.068.098.408.079 2.352.379.196.544

Sumber : LHP BPK RI atas LKPD Kabupaten Aceh Tengah 2014, 2016 dan Bidang Aset , 2018 (diolah).
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B. Hasil
1. Keefektifan pengelolaan barang milik daerah dalam konteks asset management
a. Inventansasi aset. .
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Aset pada Badan
Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah {selanjutnya disebut Informan
3), menjelaskan mengenai inventarisasi periama kali dilakukan:

“Cerita dann awal. Awal tahun 2015, pertama kali kita melakukan
inventarisasi dengan menggunakan sistem dan data 2015 itu data yang
sudah audited. Jadi kita lakukan awal inventarisasi itu menggunakan
beberapa teori yang ada referensi di buku. Yang pertama, kita lakukan
pemisahan (red-penggolongan aset). Jadi tahun 2014, masih empat kartu
inventaris, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan dan Jalan,
Ingasi dan lainnya. 2015, sudah menjadi enam KIB yaitu Tanah, Peralatan
dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Janngan, Aset Tetap
Lainnya dan Konstruksi dalam Pengerjaan. Jadi kama dulu kita belum
pemnah melakukan sensus, kita melakukan inventarisasi dengan data yang
ada. Data yang ada di SKPK kita susun sesuai dengan jenisnya. Setelah kita
susun, baru kita masukkan kedalam sistem.” (BPKK Aceh Tengah,
13/03/2018).

Lebih lanjut Informan 3 menjelaskan, bahwa tahun 2015 pertama kali dilakukan
perbaikan data;

“Itu pertama kali, kita masukkan kedalam sistem secara terpisah-pisah.
Kemudian baru kita serabkan kepada SKPK untuk dilakukan verifikasi.
Verifikasi artinya, mana yang sudah rusak berat. Kalau dulu masih semraut
datanya, masih manual. Setelah kita melakukan verifikasi baru kita
masukkan kedalam sistem. Baru kemudian kita mempunyai data dasar. Jadi
dari data dasar itu baru kita benahi pelan-pelan. Mana yang sudah rusak
berat, yang mana masih ada, mana yang tidak ada lagi, sampai sekarang.”
(BPKK Aceh Tengah, 13/03/2018).

Informan 3 menegaskan bahwa pada tahun 2015, bukanlah sensus melainkan
hanya inventarisasi saja dan tidak ada rekomendasi kepada pimpinan:
“Itu belum sensus (Red: tahun 2015). Itu hanya inventarisasi, tujuan kita

untuk memisahkan aset dari cmpat KIB menjadi enam KIB.” (BPKK Aceh
Tengah, 13/03/2018).
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“Tidak ada (Red: Rekomendasi). Karena hanya untuk pemisahan dan
memperoleh neraca akrual dan alhkamdulillah temyata 2015 kita dapat opini
WTP dari BPK. Karena bisa menyelesaikan pemecahan KIB, kemudian bisa
membuat proses akumulasi penyusutan pertama kali, Kemudian menyajikan

laporan neraca . aset secara akrual........ (BPKK Aceh Tengah,
13/03/2018).

Informan 3 juga menjelaskan, bahwa upaya perbaikan data tidak berhenti
pada tahun 2015 saja, namun berlanjut hingga tahun 2017, berkut
penjelasannya:

“Jadi, tidak berhenti disitu saja kita. Di 2016, kita mulai membenahi data-
data identitas kenderaan. Karena sudah ada data dasar kita tinggal lengkapi
saja. Kenderaan ini nomor rangkanya berapa, nomor mesinnya berapa. Itu
pun belum semua kita dapatkan. Kemudian di 2017 kemaren, kita mulai
melakukan penginputan sistem terkapitalisasi. Kalau dulu kita tambah terus.
Ada bangunan, ada rehab bangunan A, kita tambahkan lagi. Padahal
itemnya sama. Di 2017, baru kita mulai kapitalisasi.” (BPKK Aceh Tengah,
13/03/2018).

Informan 3 menjelaskan upaya kapitalisasi yang baru dimulai tahun 2017,
berikut penjelasannya:

“lya disitu, kita mulai kapitalisasi. di 2017, di 2016 belum. Jadi ada barang
yang sama, tempat yang sama, di lokasi yang sama, tercatat beberapa kali
di dalam kartu inventarisasi kita. Karena dia ada rehab, lanjutan, seharusnya
dia dikapitalisasi ke induknya. Di 2018, kita mulai seperti itu juga. Dan di
2018 im sekalian kita mulai sensus untuk aset tanah, gedung, jalan dan
irigasi, supaya data yang kita sajikan didalam pengelolaan barang itu lebih
akurat. Sebenamya, saya dengar informasi tapi belum lihat perbupnya yah,
penetapan jalan kabupaten itu di Kabupaten Aceh Tengah cuman 482 ruas
jalan yang mempunyai tanggungjawab kabupaten/kota. Tapt di dalam KIB
Kita tercatat 524. Berarti ada yang dobel catat. Itu yang belum kita benahi.
Termasuk inigasi, dengan informasi sewaktu saya konsultasi, itu yang
menjadi wewenang kita itu 83 irigasi, tapi di kita tercatat irigasi 100 lebih.
Berarti ada dobel irigasi atau penambahan mungkin. Kalau memang ada
penambahan kita rubah perbupnya.” (BPKK Aceh Tengah, 13/03/2018).

Penjelasan dari Informan 3 tersebut diatas, membedakan istilah sensus dan
inventarisasi. Inventarisasi diatas dimaksudkan sebagai perbaikan sebagian data
(sampel) saja, bukan keseluruhan data/barang milik daerah. Berikut Informan 3

menjelaskan rencana sensus pada tahun 2018:
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“Jadi untuk tahun 2018, pertama kali kita melakukan sensus untuk aset
tanah, gedung dan bangunan, dan jalan. Kama itu melekat semua, ditanah
itu ada tanah kosong, di tanah itu ada jalan, di tanah itu ada gedung dan
bangunan. Nanti hasil sensus itu kita kasih rekomendasi kepada pimpinan.”
(BPKK Aceh Tengah, 13/03/2018).

Dan hasil wawancara dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Aceh Tengah (selanjutnya disebut Informan 2), diketahui bahwa
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2018 dan 2019 telah
menganggarkan dan merencanakan kegiatan inventarisasi atau pendataan
barang milik daerah. Beril-;ut penjelasannya:

...... ini instruksi kementerian, untuk menertibkan BMD Daerah artinya
banyak barang-barang yang belum terdata secara akurat, jadi diperlukan
validasi data. Validasi data ini dibutuhkan untuk menentukan mana yang
layak dan mana yang tidak layak. Hingga penyusutan menentukan disini
artinya kita harus mengkalisifikasikan terlebih dahulu barang-barang yang
masih layak digunakan dengan mana barang-barang yang tidak layak
digunakan. Hingga ini dapat kita klasifikasikan mana yang perlu dijual
ataupun di dum atau dihapus. Sehingga kita dalam validasi data itu harus
mempunyai aset-aset tetap yang benar-benar dapat berfungsi.” (BPKK Aceh
Tengah, 13/03/2018).

Informan 2 menegaskan bahwa pada tahun 2018 ini target pengelolaan barang
milik daerah adalah untuk memvalidasi data dan sudah dianggarkan.

Informan 2, dalam acara pembukaan pelatihan pendataan bagi 50 SKPK,
menjelaskan alasan dilakukannya pendataan barang milik daerah pada tahun
2018 dan 2019 adalah:

RS kenapa harus diadakan kegiatan seperti ini. Karena semakin banyak
kegiatan maka semakin banyak juga pertanggungjawaan yang harus kita
buktikan. Baru-baru ini, kita dikunjungi oleh BPK dalam rangka intem
terlebih dabulu 30 hari dan kemudian dilanjutkan dengan 60 hari, artinya
adalah suatu kriteria bahwa aset menjadi salah satu syarat untuk
mendapatkan penilaian opini, jadi tuntutan inilah yang kita laksanakan hari
ini dan BPK merekomendasikan kepada kita bahwa untuk pengelola aset
daerah itu harus menertibkan untuk 2019, makanya ini dibagi menjadi dua
tahap...... ” (BPKK Aceh Tengah, 22/05/2018).
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“Untuk tahun-tahun sebelumnya untuk penertiban jalan dan irigasi itu
belum included artinya kita masih mengabaikan, nah ini menjadi suatu
temuan dan BPK, ini pun aset negara .... dan ada dua sisi disini apabila
tidak terdaftar di aset ini seharusnya kita menghibahkan ...., ternyata BAST
dani hibah pun belum pernah kita inikan (red: belum pemnah dibuat)....”

(BPKK Acch Tengah, 22/05/2018).

Alasan pelaksanaan inventarisasi sebagaimana penjelasan Informan 2, juga
dikuatkan oleh Admin Simda BMD pada Badan Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Aceh Tengah (selanjutnya disebut Informan 4) yang membenarkan
bahwa terdapat banyak data tanah/bangunan yang tidak lengkap yang untuk
mengetahui lokasinya saja tidak diketahui. |

Berdasarkan hasil observasi dan penelusuran, ditemukan beberapa
dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan sensus/inventarisasi
barang milik daerah yang pernah dilakukan pada tahun 2014 lalu. Namun hasil
pelaksanaan inventarisasi tidak dapat diketahui lebih lanjut. Hal ini dikarenakan
tidak dapat ditemukannya informan yang dapat membenikan informasi terkait
pelaksanaan iﬁventan’sasi tersebut. Namun berdasarkan informasi yang
diperoleh dari Informan 3, hahwa pelaksanaan inventarisasi tidak berhasil,
terbukti dari buku inventarisasi yang tidak dilakukan pembaharuan atau koreksi,
itu sebabnya perlu dilaksanakan inventarisasi kemhali.

Salah satu hal pokok keberhasilan dalam suatu inventarisasi aset atau
manajemen aset adalah dilakukan pelabelan terhadap aset atau barang milik
daerah. Namun temuan dilapangan bahwa banyak dan barang-barang milik
daerah baik di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah sendin

maupun di SKPK-SKPK lain tidak memiliki label atau kode register barang.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Informan 9 yang menyatakan mengatakan:
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“itulah (Red: banyak barang-barang yang tidak ada nomor kode barang),
dulu udah pernah kita tempelkan, sebahagian besar udah dicabut. Ini udah
disuruh lagi kita tempelkan.”

t)a]am wawancara dengan [nforman 3, Informan 3 membenkan sedikit
pandangannya mengenai faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengelolaan
aset. Menurutnya, ada 20 faktor yang berpengaruh, namun ada tujuh faktor yang
paling mempengaruhi pengelotaan aset. Berikut penjelasannya:

...... Jadi dari 20 faktor itu yang paling berpengaruh dalam pengelolaan
aset itu 7 item. Yang pertama itu Inventarisasi, itu data, kalau datanya salah
tinggal kita perbaiki, kalau kurang tinggal ditambah, kalau lebih tinggat
dikurangi. Setelah inventansasi, verifikasi, eh, sistem dulu. Venfikasi,
kemudian penilaian, setelah penilaian, revaluasi yaitu direvaluasi kembali
terhadap nilai-nilat yang tidak wajar.” (BPKK Aceh Tengah, 13/03/2018).

...... Kemudian keenam, restruktunisasi yaitu kita kembalikan dia kedalam
nilai yang wajar.” (BPKK Aceh Tengah, 13/03/2018).

...... Karena sudah kita tetapkan nilainya kita revaluasi nilainya kedalam
sistem. Setelah kita revaluasi kita strukturisasi nilainya. Mana yang kita
kapitalisasi kita gabungkan. Kadang-kadang ada empat aset, jenisnya sama,
lokasinya sama kita gabungkan.” (BPKK Aceh Tengah, 13/03/2018).

“Kemudian yang ketujuh, SDM. Itu yang mempengaruhi. Sebenarnya SDM
itu dalam urutan survei yang kedua dia. Setelah sistem, SDM. Karena kalau
tidak didukung dengan SDM ya sama saja. Tidak mampu kita menyajikan
laporan sesuat harapan dan sesuai aturan yang ada.” (BPKK Aceh Tengah,
13/03/2018).

b. Legal audit.
Berikut adalah penjclasan dan Informan 3 mengenai Legal Audit:

“itu (Red-Legal Audit) masuk dalam kategon verifikasi. Memperbaiki data
yang sudah ada. Jadi untuk regulasinya kita sudah terbitkan Peraturan
Bupati Aceh Tengah Nomor 91 Tahun 2017 tentang standar dan tata cara
penggunaan kenderaan dinas. Jadi dalam peraturan ini sudah kita tetapkan
tata cara penggunaan kenderaan dinas. Sebelum kenderaan dinas itu
digunakan oleh pengguna dia harus ditetapkan dengan keputusan kepala
SKPK selaku pengunasa pengguna barang yang namanya keputusan SPPKD
yaitu Surat Penunjukan Pemakai Kenderaan. Jadi seluruh SKPK harus
menerbitkan SPPKD sebelum kenderaan itu dimanfaatkan oleh pengguna.
Ini peraturan 2017, karena kita melakukan verifikasi itu bertahap. Itu khusus
kenderaan. Kalau mengenai Tanah, Tanah yang kita kelola disini yang kita
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lakukan pengamanan adalah tanah yang sudah dimanfaatkan pemanfaatan,
penggunaannya, dan sudah tidak bersengketa lagi. Karena sesuai dengan
Surat Menteni Agraria Nomor 1046341/H1/2017, bahwasanya wewenang
kantor pertanahan kabupaten/kota itu, salah satunya yaitu menyelesaikan
sengketa tanah garapan.” (BPKK Aceh Tengah, 13/03/2018).

Permasalahan sengketa tanah mulai tahun 2017 menjadi tupoksi dinas
pertanahan kabupaten/kota, sedangkan Bidang Aset melakukan pengamanan
terhadap aset tanah yang tidak bermasalah. Berikut penjelasan Informan 3 lebih
lanjut:

“Dinas Pertanahan. Jadi kita tidak bisa tarik tupoksi mereka. Jadi masalah
sengketa tanah itu diselesaikan oleh dinas pertanahan. Sudah diselesaikan
oleh mereka dan terbit sertifikat tercatat dan kemudian kita catat pada buku
inventaris kita, baru kita lakukan pengamanan secara pamflet, atau
pemagaran atau dimanfaatkan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bupati.”
{BPKK Aceh Tengah, 13/03/2018).

Informan 3 juga menjelaskan bahwa pengurusan sertifikat tanah juga
menjadi tupoksi dinas pertanahan kabupaten/kota. Untuk jumlah aset tanah di
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang belum bersertifikat, Informan 3
menjelaskan:

“Sesual dengan data yang ada di KIB... (sedang mencan buku}. Jumlah

tanah kita disini, 582 persil. Jadi ini sesuai dengan keadaan audited tahun

2016. Sesuai dengan data sertifikat yang ada, cuman ada 243 sertifikat. Jadi

sekitar 40% (Red-41,7%) lagi yang belum ada, kurang lebih segitulah. Dan

hal itu, data-data yang belum ada sertifikat sudah kita sampaikan ke Dinas

Pertanahan untuk menindaklanjuti penertiban sertifikatnya.” (BPKK Aceh
Tengah, 13/03/2018).

Permasalahan untuk Bukti Pemilikan Kenderaan Bermotor (BPKB) juga
dijelaskan oleh Informan 3 sebagai berkut:

“Belum semua (Red: kenderaan yang tidak memiliki BPKB), untuk

kenderaan mungkin untuk tahun ini terbitnya baru Desember. Perbub ini

baru terbitnya.” {BPKK Aceh Tengah, 13/03/2018).

“Secara pencatatan, kenderaan-kenderaan yang hibah dari provinsi sudah

kita catat di buku inventaris barang, namun dokumen kepemtlikannya
belum diserahkan kepada kita. Alasannya belum diterbitkan SK dari

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43454 pdf
87

Gubernur. Secara fisik sudah kita kuasai tetapi secara dokumennya belum
diserahkan.” (BPKK Aceh Tengah, 13/03/2018).

Terkait yang wajib disimpan atau diamankan oleh pengelola barang melalui
Bidang Aset atas dokumen-dokumen kepemilikan, Informan 3 menjelaskan
bahwa sementara ini hanya. BPKB dan sertifikat saja yang disimpan di Bidang
Aset, namun jika nantinya ada dokumen lainnya seperti IMB, SIP, surat-surat
perjanjian, surat jaminan maka harus diamankan oleh pengelola barang (BPKK
Aceh Tengah, 06/06/2018).

c. Penilaian aset.

Hasil wawancara dengan Informan 3 mengenal penilaian, bertkut

penjelasannya:

“Kalau penilaian aturannya baru. Baru ada pada Permendagri 19 Tahun
2016, dan Permendagri itu harus diterapkan paling lambat setahun setelah
diterbitkan. Jadi sebelum-sebelumnya kita masih menggunakan penilaian
tim internal. Penilai internal itu ditetapkan oleh bupati. Tetapi kedepan
untuk penilaian yang tidak krusial, itu kita dilakukan penilaian oleh tim
internal yang sudah bersertifikasi. Tetapi unutuk pemlaian aset yang khusus,
seperti Tanah, Bangunan, kita melakukan kerjasama dengan KPKNL atau
KJPP.” (BPKK Aceh Tengah, 13/03/2018).

“Penilai itu, kalau kita lihat didalam pengelolaan aset, itu sangat penting.
Pertama, Nilai itu ada beberapa nilai yang dibutuhkan, pertama ada nilai
wajar, nilai wajar itu bisa dimanfaatkan untuk pencatatan atau revaluasi
nilai, kemudian untuk transaksi jual beli dan untuk nilai perolehan awal.
Kemudian yang kedua ada namanya nilai pasar. Nilai pasar sama juga
dengan nilai wajar. Nilai pasar ini merupakan nilai transaksi. Nilai transaksi
yang berlaku di pasaran. Jika kita ingin menjual atau pelelangan aset daerah
itu menggunakan nilai pasar. Saya lihat Penilai di kabupaten/kota sangat
dibutuhkan. Jadi perlu suatu wadah atau regulasi yang dapat menguraikan
tupoksi penilai. Termasuk untuk pembebasan tanah, untuk penjualan, untuk
perolehan awal, atau penetapan nilai wajar.” (BPKK Aceh Tengah,
13/03/2018).

Informan 3 menjelaskan bahwa penilai internal pemenintah daerah belum ada
diatur, di Permendagri baru mulai digarap dan yang ada saat im hanya aturan

dari Permenpan tentang pengangkatan tenaga fungsional.
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Penjelasan dari Informan 3 tersebut diatas menjelaskan profesi penilai dan
aturannya. Benar adanya bahwa di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah belum
ada penilai internal barang milik daerah bahkan di pemerintah daerah manapun
di Indonesia, karena aturan terkait penilai barang milik daerah belum diatur, dan
akan diatur lebih lanjut sebagaimana amanat dalam Permendagri 19/2016.
Namun di Pemenntah Kabupaten Aceh Tengah sendiri, juga sebagaimana
disampaikan salah satu staf seksi penilaian dan pelelangan pada Badan
Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah (selanjutnya disebut Informan
8) bahwa pada tahun 2017 dan tahun-tahun sebelumnya telah dilakukan
penilaian atas penjualan/pelelangan hasil bongkaran bangunan terutama
sekolah-sekolah yang dirchap, terdapat penilai (tidak disebut penilai, namun
dapat disebut penaksir) yang dalam Permendagri 19/2016, nilainya disebut
dengan nilai taksiran, dan hal tersebut diperbolehkan oleh aturan tersebut guna
kepentingan penjualan atau penghapusan.

Namun demikian juga, walaupun adanya penilai (penaksir) di Pemerintah
Kabupaten Aceh Tengah, proses pelangan atau penjualan atas barang-barang
inventaris yang ftidak efektif tidak pemah dilakukan. Proses
pelelangan/penjualan dilakukan hanya terbatas pada kenderaan bermotor saja.

Dari hasil pengamatan juga ditemukan bahwa penilaian atas hasil bongkaran
bangunan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati Aceh
Tengah Nomor 900/92/BPKK/2017, tanggal 23 Junt 2017, tentang
Penunjukan/Penetapan Tim Penilai Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah
Kabupaten Aceh Tengah. Adapun tim tersebut terdini dari dua sebagal

penanggung jawab dan koordinator, delapan orang yang menadatangani hasil
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penilaian dan satu tim lagi yang berasal dan ditunjuk oleh KPKNL
Lhokseumawe.
d. Optimalisasi aset.

Berikut ini adalah penjelasan Informan 3 tentang optimalisasi aset atau
pemanfaatan barang milik daerah:

“Kalau di kita im, yang saya lihat-lihat yang sudah berjalan, yaitu sewa dan
pinjam pakai. Kalau bangun serah guna atau bangun guna serah belum ada,
karena mungkin karena keterbatasan lahan kita dan keterbatasan tim.
Rencana untuk proses pemanfaatan aset itu, pemerintah daerah harus
memiliki tim yang secara teknis membahas tentang pemanfaatan aset daerah
yang produktif. Seharusnya daerah perlu seperti itu.” (BPKK Acch Tengah,
13/03/2018).

Pada kesempatan yang berbeda Informan 3 juga memberikan penjelasan terkait
jurnlah yang dipinjampakaikan oleh pihak ketiga, sebagai berikut:
“secara riil-nya ada di SKPK. Jika pinjam pakai itu ada yang berbentuk
sewa. Pinjam pakati itu ada yang sewa dan juga ada yang tidak. Kalau yang
sewa contohnya kayak resi gudang, workshop, kemudian pasar-pasar, ruko-
ruko itu. Ada juga pinjam pakai yang tidak ada sewa, contohnya kayak resi
gudang, itu dimanfaatkan oleh pihak ketiga tapi ndak sewa, termasuk café
itu. Mungkin yang ada laporannya sama kita baru itu yang lain adanya di
SKPK.” (BPKK Aceh Tengah, 06/06/2018).
Lebih lanjut, Informan 3 menjelaskan bahwa khusus untuk jumlah kenderaan
berupa mobil yang dipinjampakaikan hanya ada pada instansi vertikal yaitu
“seperti kapolres, kodim, kejaksaan dan KIP, benkut penjelasan lengkapnya :
“Yang ada datanya sama kita yang di kodim ada, yang dipolres ada, di
kejaksaan ada, kemudian KIP, kan vertikal itu yang vertikal cuman itu aja,
lima aja, itu untuk kenderaan. Kalau gedung yang setahu saya cuman dua
yang pinjam pakai tanpa ada sewa. Tapi kalau pinjam pakai yang pakai sewa
itu banyak.” (BPKK. Aceh Tengah, 06/06/2018).
e. Pengembangan SIMA (sistem informasi manajemen aset)

Aplikasi Simda BMD dari BPKP pertama kali diterapkan pada tahun 2015.

Sebelumnya, dalam pengelolaan barang milik daerah di Pemerintahan
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Kabupaten Aceh Tengah, masih mengandaikan aplikasi Microsoft Excel.
Benkut penjelasan Informan 3:

...... sebelum-sebelumnya kita ndak pakai aplikasi. Jadi pakai excel.
Sehingga kita terkendala dengan SDM, karena SDM pengurus barang itu
terus berganti-ganti. Jadi seharusnya setiap tahun, setiap awal tahun
sebelum mulai penginputan, pengurus barang kita latih dulu. Kita latih, kita
kasih sosialisasi, kita dampingin, sistem penginputan, sistern penggunaan
aplikasi.” (BPKK Aceh Tengah, 13/03/2018).

Setelah menggunakan Simda BMD hingga sekarang, berikut pengalaman
Informan 3 dalam penggunaan Simda BMD:

“SIMDA BMD ini mulai kita gunakan tahun 2015. Jadi masih banyak
kelemahan-kelemahan ketika pertama kali kita pakai. Kami pertama kali
pakai yaitu SIMDA BMD 1.06 dan sckarang sudah SIMDA versi 2.079.
Jadi mereka, pihak BPKP selaku penyedia sistemn selalu melakukan update
kekurangan-kekurangan. Tetapi selama ini yang kami lihat fasilitas yang
ada dalam sistern itu sangat membantu. Sangat membantu pemenntah,
karena banyak sistem-sistem informasi yang dapat memudahkan pengguna,
kita selaku pemerintah Kabupaten Aceh Tengah pengguna SIMDA BMD,
untuk menampilkan beberapa data atau beberapa tampilan, yang dibutuhkan
untuk pengawasan. Seperti rekap mutasi, ada rekapnya, ada uraiannya,
kemudian rekap pengadaan tahun berjalan, kemudian neraca. Neraca ada
dua neraca aset dan neraca akuntansi. Kemudian tampilan per jenis item
atau perjenis rckening, bisa kita tampilkan. Sejauh int memang kalau kita
lihat itu SIMDA BMD dari BPKP sudah cukup memadat untuk
menampilkan beberapa informasi terkait dengan sistem inforinasi pelaporan
pengelolaan barang milik daerah.” (BPKK Aceh Tengah, 13/03/2018).

Informan 4 menjelaskan bahwa adanya kendala dalam menjalankan aplikasi
Simda BMD seperti permasalahan update dan laporan yang tidak muncul,
namun permasalahan-permasalahan tersebut dapat segera teratasi karena
adanya dukungan perbaikan dari BPKP {Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan) Perwakilan Aceh. Berikut penjelasan lengkapnya:

“Ada bg (Red: ada permasalahan), tapi kita dikasih solusinya sama BPKP,
waktu itu sama Pak Eliza, kalau ada permasalah dengan simda.” (BPKK

Aceh Tengah, 07/07/2018).

“Permasalahan update, laporan yang tidak muncul (Red: contoh
permasalahan). Kita juga ada dikasih scripr sama Pak Eliza untuk
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melakukan beberapa perubahan atau tampilan data atau cara melakukan

penyusutan. Tahun 2016 dengan 2017 kemaren untuk Simda BMD ndak ada

permasalahan dengan laporan atau dengan BPK.” (BPKK Aceh Tengah,

07/07/2018).

Penggunaan aplikasi Simda BMD di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah
juga belum sepenuhnya dimanfaatkan Hal ini terbukti dari tidak semua menu
yang ada pada aplikasi digunakan. Berikut penjelasan Informan 4:

“belum semua menu kita gunakan, karena kita belum bisa sinkron atau

terkoneksi dengan Simda Keuangan. Menu yang kita gunakan cuman

penatausahaan atau input barang aja. Kemudian tampilan menu laporan.

Kalau menu lain seperti pengadaan, perencanaan, pemeliharaan dan lainnya

belum kita gunakan.” (BPKK Aceh Tengah, 07/07/2018).

Pengembangan Simda BMD menjadi Simda BMD berbasis geospatial atau
terhubung dengan aplikasi GIS, juga belum dilaksanakan (Informan 4, BPKK
Aceh Tengab, 07/07/2018). Informan 4 juga menjelaskan bahwa di aplikasi
Simda BMD hanya ada alamat tanah/bangunan dengan nomor sertifikatnya
sesuai dengan yang diinput oleh pengurus barang. Sedangkan menurut
Informan 6 yang menjelaskan pelaksanaan sensus di Pemerintah Kabupaten
Gayo Lues, bahwa Pemernintah Kabupaten Gayo Lues sudah melaksanakan
sensus dan khusus untuk tanah, gedung dan bangunan harus ada titik koordinat,

berikut penjelasannya :

“kita sudah sensus semuanya, KIB A, B, C, D, E. untuk tanah, gedung dan
bangunan harus ada titik koordinat semuanya, kalau ndak kaco nantt

semuanya...... Kalau sudah pakai titik koordinat, nanti ketahuan semua di
peta.....nanti kita tinggal ngecek ini barangnya im, ini tititk koordinatnya
ni...... 7 (2018)

Penggunaan aplikasi Simda BMD, menurut Informan 4 memiliki
keuntungan dan kelemahan, adapun keuntungan dan kelemahannya adalah

sebagai benkut:
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“Keuntungannya yang buat ini sama BPKP dan kita terus didukung untuk
pengembangannya, seperti update? kita pasti dikasih tahu, dan kalau ada
permasalah pun kita bisa langsung ke Banda Aceh untuk penyelesaiannya,
ndak harus ke Jakarta, di BPKP Banda Aceh sudah disediakan ruang khusus
untuk konsultasi masalah Simda. Kelebihan lainnya juga kita punya grup di
fb, dimana kalau kita ada permasalahan atau daerah lain ada permasalahan
kita bisa langsung tanyakan di grup dan nanti dijawab sama master
adminnya dari jakarta.” (BPKK Aceh Tengah, 07/07/2018).

“Kalau kelemahannya, menurut beberapa daerah yang sudah menggunakan
Simda BMD kemudian menggantikannya dengan aplikasi lain dari pihak
ketiga, bilang kalau simda bmd sulit untuk kita melakukan penghapusan
atau mencari item suatu barang dan hanya bisa dihapuskan satu persatu tidak
secara sekaligus. Kelemahannya lagi kadang sering error atau tampilan
laporannya ndak keluar. Kadang kita sering harus pakai sript untuk
melakukan pelaporan. Kalau di kota-kota besar, seperti Surabaya,
Lampung, aplikasi BMD-nya pakai pihak ketiga, bahkan tetangga kita Gayo
Lues juga pakai aplikast dari pihak ketiga.” (BPKK Aceh Tengah,
07/07/2018).

Dibagian akhir wawancara dengan Informan 3, Informan 3 memberikan
pendapatnya tentang upaya yang efektif yang dapat meningkatkan pengelolaan
barang milik daerah, namun hal tersebut justru belum dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, berikut penjelasannya:

“Selama saya disini, pemah saya sampaikan kepada pimpinan. Pertama kali
yang perlu kita terapkan dalam pengelolaan barang milik daerah ini adalah
komitmen dan pimpinan tertinggi sampai dengan pengguna. Kalau sudah
komitmen kalau sudah benar, maka bisa kita benahi. Karena kalau saya lihat
dan regulasi yang ada dari pengelolaan aset ini sudah sangat... (Red: sudah
sangat mendukung). Setelah komitmen pimpinan, SDM. Seharusnya dan
selayaknya SDM-SDM yang ditempatkan di SKPK-SKPK selaku penguasa
barang memiliki kemampuan dalam menggunakan IT, tidak Gaptek. Karena
zaman kita sekarang ini zaman IT. Menggunakan komputer saja tidak bisa
apalagi menggunakan sistem.” (BPKK Aceh Tengah, 13/03/2018).

“Kemudian yang ketiga itu, kesejahteraan. Karena Pengguna Barang baik
itu di SKPK, itu mereka mempunyai tanggung jawab yang tinggi. Baik
tanggung jawab dalam penyusunan LKPD, tanggung jawab dalam
inventarisasi barang milik daerah, tanggungjawab dalam pengamanan
barang milik daerah, dan tanggung jawab dengan audit. Jadi kalau mereka
saja tidak sejahterah, bagaimana mereka mau meningkatkan kapasitas,
kinerja.” (BPKK Aceh Tengah, 13/03/2018).
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“Kemudian yang keempat itu fasilitas. Fasilitas di SKPK ini kadang-kadang
untuk pengurus barang komputer saja tidak ada. Dimana mereka mau
bekerja. Fasilitis termasuk Roda Dua lah, untuk melakukan koordinasi atau
peninjauan barang. Komputer atau laptop, printer dan prasarana lainnya. Itu
yang perlu didukung untuk meningkatkan kapasitas pengurus barang dalam
pengelolaan barang milik daerah.” (BPKK Aceh Tengah, 13/03/2018).

“Komitmen, SDM, kesejahteraan dan kemudian sarana prasarana.” (BPKK
Aceh Tengah, 13/03/2018).

Salah satu pengurus barang (selanjutnya disebut Inforrman 7) juga
membenarkan kurangnya fasilitas dan perhatian terhadap pengurus barang:
“Masih kurangnya temipat-tempat penyimpanan arsip, data yang diperlukan
dari PPTK terkadang sulit/susah kita peroleh dan masih kurangnya
perhatian terhadap pengurus barang.” (BPKK Aceh Tengah, 26/03/2018).
Sulitnya data yang diperoleh dari PPTK, juga pernah diberi masukan oleh
Informan 3, benkut penjelasannya:
“Terkait itu, sebenarnya, kita sudah coba kasih masukkan. Masukkan untuk
pengurus barang maupun ke pimpinan. Kita berharap pengurus barang itu
lebih diefektifkanlah dalam proses pengadaan di SKPK. Artinya, setidaknya
setiap ada pengadaan belanja modal yang dapat dicatat sebagai aset, itu ada
verifikasi atau disposisi dan pengurus barang bahwasanya, itu barang sudah
dicatat sebagai aset baru bisa ditindaklanjut. Termmyata mungkin ya, ke
komitmen pimpinan mungkin ada hal-hal yang lain sehingga sampai
sckarang belum bisa diefektifkan.” (BPKK Aceh Tengah, 06/06/2018).
Terkait dengan komitmen pimpinan, sebagaimana penjelasan Informan 3,
Informan lain yang tidak dapat disebutkan namanya (selanjutnya disebut
Informan 6), menjelaskan bahwa pimpinan atau pengguna barang terkadang
lebih mengetahui dirinya sebagai pengguna anggaran darnipada pengguna
barang. Informan 6 menambahkan bahwa saat ini pimpinan kurang
memperhatikan tentang pentingnya aset pemerintah ini, jika dibandingkan
dengan kabupaten tetangga (Red: Gayo Lues), disana honorarium pengurus

barang setiap bulannya lebih dari satu juta disamping tunjangan yang ditenma

setiap bulan. Informan 6 menyebutkan juga bahwa honorarium pengurus barang
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di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tidak lebih besar dari satu juta setiap
tahunnya.

Pendapat lain dari Informan 6 adalah terkait kurangnya penghargaan dan
pimpinan. Informan 6 pada kesempatan penyerahan opini WTP oleh BPK pada
tahun 2017 atas pemeriksaan LKPD tahun 2016, mengatakan:

“Maunya kita disuruh, “nih kalian pergi jalan-jalan keluar daerah pergi
refreshing”. Ini apa? disalaminya juga nggak, ndak ada sedikit pun
penghargaan untuk kita.”

Namun dari hasil wawancara dengan Informan 2 memberikan pendapat yang
sedikit berbeda, bahwa Informan 2 membenarkan pengelolaan barang milik
daerah sudah baik hanya perlu ditingkatkan lagi, hal ini dilibat dari perolehan
opini WTP dan tahun ke tahun. Selain itu, Informan 2 menyatakan bahwa
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah selalu mempnoritaskan anggaran untuk
kegiatan barang milik daerah. Berikut penjelasannya:

-

“Kita selalu memproritaskan anggaran untuk kegiatan BMD ini, artinya

apabila ada aset yang bermasalah, maka harus kita tindaklanjuti segera. Ini

upaya untuk ini. Jadi kita mampu mempertahankan, kalau ini sebagai salah
satu syarat WTP, ya itu tetap maksimal, standar itu......” (BPKK Aceh

Tengah, 28/03/2018).

2. Keefektifan strategi pengelolaan barang milik daerah
a. Penyusunan sistem laporan aset.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Informan 3, terkait dengan
sasaran jangka panjang dalam bidang pengelolaan barang milik daerah yang
tertuang dalam renstra (rencana strategis) lima tahunan, Informan 3
menjelaskan bahwa:

...... Didalam penyusunan renja, penyusunan anggaran, penyusunan
LAKIP (Red: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), habis tu

RPJM (Red: Rencana Pembangunan Jangka Menengah), kita Aset tidak
pernah diikutsertakan. Seharusnya, didalam regulasi yang ada, itu aset harus
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diikutsertakan dalam penyusunan rencana kerja, RPJM, RPJP (Red:

Rencana Pembangunan Jangka Pendek), bahkan dalam penyusunan

anggaran, diikutsertakan, kita masuk kedalarn TAPD (Red: Tim Anggaran

Pemerintah Daerah). Tapi tidak pernah diikutsertakan. Gimana kita tahu,

gimana kita mau kasih masukkan terhadap regulasi-regulasi strategis seperti

itu.” (BPKK Aceh Tengah, 06/06/2018).

“Masalah aset ini kalau didalam rencana-rencana strategis kepemimpinan

kayak renja penysusunan rencana kerja, secara khusus tidak ada. Penekanan

itu harus dibenahi ini, tetapi secara umum seperti penertiban atau penataan
pasar tradistonal itu jatuhnya ke Dinas Perindustrian, nggak ke kita, Secara
khusus membenahi penertiban tentang kenderaan itu ndak ada.” (BPKK

Aceh Tengah, 06/06/2018).

Lebth lanjut Informan 3 menjelaskan bahwa selama ini strategi/rencana
penyelesaian permasalahan barang milik daerah hanya mengikuti temuan BPK.
Sedangkan untuk rencana strategis khusus tentang pengelolaan barang milik
daerah tidak pernah ada. Berikut penjelasan lengkapnya:

“kalau rencana strategis khusus tentang pengelolaan barang milik daerah itu

ndak pernah ada. Pemimpin tidak pernah ada membuat rencana strategis

tentang pengelolaan atau pembenahan barang milik daerah. Kenapa tidak
pernah, perasaanku, kama setiap ada penyusunan-penyusunan seperti itu?

Aset tidak pernah ikut. Ndak pernah diajak ikut. Jadi ndak pernah ada

masukkan. Aset kira-kira rencana strategisnya kedepan mau diapain aset ini.

Nggak pernah ada masukkan.” (BPKK Aceh Tengah, 06/06/2018).

Dan penjelasan Informan 3 tersebut diatas juga dapat dibuktikan dari
dokumen LAKIP Badan Pengelolaan Keuvangan Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2017. Dari dokumen tersebut, tidak ditemukan sasaran yang
berhubungan dengan rencana pengelolaan barang milik daerah yang diinginkan,
Hanya ditemukan sasaran terkait penyusunan buku standar belanja yang
biasanya rutin dilaksanakan setiap tahun dan sifatnya bukan bagian dan
pengelolaan barang milik daerah yang utama. Namun secara umum, Badan

Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah yang memiliki visi

“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Yang Baik dan Benar Menuju
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Masyarakat Sejahtera 2017 ini, memiliki salah satu misinya yang terkait
dengan pengelolaan barang milik daerah yaitu “Penataan Keuangan dan
Pemanfaatan Kekayaan Daerah secara efektif dan efisien” dan juga tujuan yang
ingin dicapai yaitu “Tertatanya Keuangan dan Pemanfaatan Kekayaan Daerah
secara efektif dan efisien”.

Dari misi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah,
membuat strategi yang berbunyi “Peningkatan penataan Keuangan dan
Pemanfaatan Kekayaan Daerah secara efektif dan efisien”. Kemudian tertuang
dalam bentuk kebijakan yaitu “Membentuk dan meningkatkan administrasi
standar biaya yang baik”. Untuk mendukung kebijakan, maka terciptalah
program-program yang direncanakan lima tahun kedepan. Program yang
berhubungan dengan pengelolaan barang milik daerah yang juga dilaksanakan
oleh Bidang Aset yaitu penyusunan standar harga, penyusunan sistem laporan
aset, pendataan barang milik daerah, pengamanan aset pemda dan pelelangan
aset pemda.

Selanjutnya, terkait dengan perencanaan atau penetapan anggaran/kegiatan
tahunan, Informan 3 memberikan penjelasan sebagai berikut:

...... Jadi anggaran, sewaktu di dispenda, di aset masih di dinas
pendapatan. Kita ada beberapa anggaran yang kita usul yang, mungkin jika
anggaran itu dipenuhi kita mampu untuk membenahi perbaikan aset lebih
dini. Temyata sistem penetapan anggaran di Pemenntah Kabupaten Aceh
Tengah, secara umum kadang, itu dinas pendapatan itu di jatah. Misalnya
dinas pendapatan itu dapat 1 milyar. Satu milyar dibagi berapa bidang.
Bidang aset dapatnya cuman 100 )t. Bidang ini...... 100 jt ya kita
manfaatkan seoptimal mungkin untuk pengelolaan barang, termasuk itu
untuk honor pengurus barang termasuk penertiban, Begitulah sistem
pembagian anggaran yang diterapkan di dispenda dulu. Bagaimana mau

efisien pengelolaan barang. Sedangkan anggaran dibatast.” (BPKK Aceh
Tengah, 06/06/2018).
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Secara historis, awal mulanya adanya kegiatan penyusunan sistem laporan
aset, pendataan barang milik daerah, pengamanan aset pemda dan pelelangan
aset pemda, Informan 3 menjelaskan bahwa kegiatan yang rutin setiap tahunnya
adalah penyusunan sistem laporan aset, kemudian ditambah kegiatan
pelelangan aset pemda untuk rencana penghapusan barang milik daerah yang
tidak efektif dan kegiatan pengamanan asct pemda untuk rencana pembuatan
pamflet/tanda kepemilikan tanah/bangunan dan pengurusan hibah BPKB
kenderaan dan Provinsi, terakhir kegiatan pendataan barang milik daerah yang
rencana awal untuk inventarisast aset namun tidak disetujui dan dialihkan untuk
rencana mutasi barang milik daerah akibat perubahan SOTK.

Terkait penyusunan sistem laporan aset atau upaya menghasilkan laporan
neraca pada akhir tahun, dari Kepala Seksi Pendataan dan Pelaporan Aset pada
Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah (selanjutnya disebut
Informan 1) menjelaskan bahwa kegiatan penyusunan sistem laporan aset
adalah kegiatan penginputan belanja modal oleh pengurus barang setiap dua
kali dalam setahun atau setiap semester. Dalam melakukan penginputan belanja
modal, biasanya ada kendala-kendala yang dihadapi, berikut penjelasan dari
Informan 1 :

“ada beberapa SKPK yang tidak melaporkan sampai dengan batas waktu

vang telah ditentukan. Pengurus Barang juga terkadang sulit untuk

mendapatkan catatan belanja modal yang dari PPTK. Kita juga sulit untuk
melakukan penginputan sesuai dengan jadwal yang ada harus menunggu
terlebih dahulu penginputan SP2D dan Bidang Akuntansi. Penginputan
juga tidak disertai dengan dokumen yang lengkap, sehingga sulit untuk
mengetahui jenis atau spesifikasi barang. Selain itu juga ada permasalah atas
aset-aset atau belanja modal dar dan BOK dan dana BOS sckolah-sekolah,

dimana penginputannya dilakukan diakhir tahun. Secara umumnya itu
permasalahannya.” (BPKK Aceh Tengah, 06/06/2018).
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Namun demikian, Informan 1 mengatakan bahwa batas waktu pelaporan aset
setiap tahunnya tidak pernah terlambat. Adapun penyebab terjadinya kendala-
kendala yang hampir terjadi setiap tahunnya, Informan 1 menjelaskan bahwa
hal tersebut dikarenakan pengurus barang yang berganti-ganti setiap tahunnya
dan tidak ada diklat atan pelatihan khusus untuk pengurus barang.

Tidak adanya diklat atau pelatihan untuk pengurus barang juga diakui oleh
Informan 7 dan Pengurus Barang BLUD RSU Datu Beru (selanjutnya disebut
Informan 9), berikut pendapat yang disampaikan:

“sebaiknya dalam pengelolaan BMD agar lebih tertib dan sesuai aturan dan

sumberdaya aparatur pengelola BMD harus sering diitkutkan dalam diklat
dan bintek agar lebih terampil dan berkualitas.” (Informan 7, BPKK Aceh
Tengah, 26/03/2018).

“Tiap tahun kita cuman disuruh input aja, jarang ada pelatihan atau diklat
yang diselenggarakan oleh bidang aset. Maunya ada sosialisasi atau
pelatihan yang perlu diadakan”. (Informan 9, BLUD RSU Datu Beru
Takengon, 07/06/2018).

Penyusunan sistem laporan aset, selain bertujuan untuk penginputan belanja
modal tahun berjalan, juga bertujuan untuk memperbaiki data yang sudah ada.
Salah satu yang difokuskan dan harus diselesaikan pada tahun 2017 yang lalu
adalah kapitalisasi aset, berikut penjelasan Informan 3:

“Kita fokus untuk kapitalisasi aset. Jadi pada dasamya, 2016 juga sudah
kapitalisasi namun belum sepenuhnya, dan 2017 kita fokus pada kapitalisasi
aset yaitu aset-aset yang tahun perolehannya setelah akrual itu kita
kapitalisasi semua daiam arti kata tidak lagi aset yang pencatatan ganda dari
tahun 2015.” (BPKK Aceh Tengah, 06/06/2018).
Dalam kegiatan penyusunan sistem laporan aset, Informan | menjelaskan
beberapa komponen biaya atau kegiatan yang terlibat dalam penyusunan sistem

laporan aset:

“Penyusunan laporan aset itu tujuan yang paling utamanya adalah
pencatatan belanja modal dari SKPK-SKPK, kemudian dilakukan
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pencetakan KIB dan juga buku induk inventaris. Jadi komponen yang
terlibat hanya belanja pegawai yaitu dalam bentuk honor untuk pengurus
barang dan belanja barang dan jasa untuk keperluan penyelesaian laporan
aset tersebut.” (BPKK Aceh Tengah, 06/06/2018).

Penjelasan tersebut juga dikvatkan oleh penjelasan Informan 3 yang

mengatakan:

...... Karena pelaporan itu terkait dengan honor petugas penyusun laporan.
Itu kan honor pengurus barang semua. Besamya anggaran pelaporan itu di
honor pengurus barang. Honor pengurus barang seluruh SKPK....... "
(BPKK Aceh Tengah, 06/06/2018).

Adapun komponen biaya yang terlibat dapat dilihat pada Tabel 5.5

Anggaran, Anggaran Perubahan, Realisasi dan Sisa Anggaran Penyusunan

Sistem Laporan Aset berikut ini :
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Tabel 5.5
Anggaran, Anggaran Perubahan, Realisasi dan Sisa Anggaran Penyusunan Sistem Laporan Aset
Program : Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Kegiatan  : Penyusunan Sistem Laporan Aset
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 85%
Masukan Jumlah Dana Rp100.000.000
Keluaran Tersedianya penyusunan sistem laporan aset 95%
Hasil Terwujudnya penyusunan sistem laporan aset 100%
No Uraian Anggaran Tambah | Anggaran Setelah Realisasi Sisa Anggaran
/Kurang Perubahan
1 | Honorarium PPK 12.000.000 - 12.000.000 { 12.000.000 -
2 | Honoranum Tim Kegiatan 35.000.000 - 35.000.000 } 35.000.000 -
3 | Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap 13.200.000 | (3.600.000) 9.600.000 9.600.000 -
4 | Uang Lembur PNS 1.700.000 - 1.700.000 1.695.000 5.000
5 | Belanja ATK 3.500.000 - 3.500.000 3.495.000 5.000
6 | Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber -| 3.600.000 3.600.000 3.600.000 -
7 | Belanja Cetak 9.400.000 - 9.400.000 9.396.000 4.000
8 | Belanja Penggandaan 3.000.000 - 3.000.000 2.998.500 1.500
9 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000 - 1.200.000 1.195.900 4.100
' 10 | SPPD Dalam Daerah 1.000.000 - 1.000.000 700.000 300.000
11 | SPPD Luar Daerah 20.000.000 - 20.000.000 | 20.000.000 -
JUMLAH | 1060.000.000 - 100.000.000 | 99.680.400 319.600

Sumber : BPKK Aceh Tengah, 2018 (diolah).



b. Pendataan barang milik daerah.
Tujuan dari kegiatan pendataan barang milik daerah, Informan 1
menjelaskan :
“Tujuan kegiatan pendataan itu sebenarnya hanya dikhususkan untuk
pendataan perpindahan aset-aset dari satu SKPK ke SKPK lainnya. Ada
SKPK yang pecah menjadi dua, ada SKPK yang melebur ke SKPK lain, ada
juga SKPK yang baru ada. Perpindahan aset-aset tersebut sebenarnya
sangatlah rumit, kita ndak tahu sebenarmnya mana saja dan barang-barang
tersebut berpindah, apalagi peralatan dan mesin yang kecil-kecil, belum lagi
barang yang kemungkinan ndak ada lagr.” (BPKK Aceh Tengah,
06/06/2018).
Adapun komponen biaya atau kegiatan dominan yang telibat, Informan 1
menjelaskan hahwa komponen honor tim dan biaya perjalanan dinas yang
paling besar, hal tersebut terjadi karena banyaknya tim yang terlibat dan
perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka koordinasi pasca pemeriksaan
BPK dan penyerahan opimi. Lebih lanjut, Informan | menambahkan bahwa
hasil darni kegiatan pendataan tersehut berupa laporan mutasi dari SKPK A ke
SKPK lainnya dan laporan tersebut harus dilaporkan dalam catatan laporan
keuangan.
Adapun komponen biaya yang terlibat dapat dilihat pada Tabel 5.6

Anggaran, Anggaran Perubahan, Realisasi dan Sisa Anggaran Pendataan

barang Milik Daerah berikut ini :
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Tabel 5.6
Anggaran, Anggaran Perubahan, Realisasi dan Sisa Anggaran Pendataan Barang Milik Daerah
Program : Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
! Kegiatan  : Pendataan barang milik daerah
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerak 85%

Masukan Jumlah Dana Rp75.000.000

Keluaran Peninjauan dan pendataan barang milik daerah 100% .

Hasil Terwujudnya peninjauan dan pendataan barang milik daerah 100%

No Uraian Anggaran Tambah/ | Anggaran Setelah Realisasi Sisa Anggaran

Kurang Perubahan
! | Honorarium PPK 5.100.000 - 5.100.000 5.100.000 -
2 | Honorartum Tim Kegiatan 20.000.000 | 50.000.000 70.000.000 70.000.000 -
3 | Uang Lembur PNS 4.000.000 - 4.000.000 4.000.000 -
4 | Belanja ATK 6.700.000 200.000 6.900.000 6.643.300 256.700
5 | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 2.500.000 | 2.500.000 5.000.000 - 5.000.000
6 | Belanja Cetak 6.000.000 [ 4.000.000 10.000.000 9.996.000 4.000
7 | Belanja Penggandaan 4.000.000 - 4.000.000 3.937.400 62.600
8 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.700.000 | 3.300.000 5.000.000 2.339.400 2.660.600
9 | SPPD Dalam Daerah 5.000.000 - 5.000.000 3.500.000 1.500.000
10 | SPPD Luar Daerah 20.000.000 | 10.000.000 30.000.000 29.313.600 686.400
JUMLAH 75.000.000 | 70.000.000 145.000.000 | 134.829.700 10:170.300

Sumber : BPKK Aceh Tengah, 2018 (diolah).
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¢. Pengamanan aset pemda.

Dari hasil wawacara dengan Kepala Seksi Evaluasi dan Pengendalian Aset
pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah (selanjutnya
disebut Informan 5) menjelaskan tujuan dari kegiatan pengamanan aset sebagai
berikut:

“Kegiatan pengamanan aset sesuai dengan permendagri 19 Tahun 2016
yaitu dengan melakukan pengamanan fisik, administrasi dan hukum. Kalau
pengamanan fisik misalnya untuk tanah dan bangunan dengan cara
memasang pagar dan tanda kepemilikan tanah/gedung dan untuk kenderaan
dengan cara membuat BAST kenderaan, selain dari itu dengan cara
penyimpanan barang secara baik beserta dengan dokumen pendukungnya.”
{BPKK Aceh Tengah, 07/06/2018).

“Untuk pengamanan secara administrasi yaitu dengan cara penyimpanan
atau penataushaan dokumen-dokumen yang terkait dengan barang milik
daerah tersebut. Untuk pengamanan hukuin terkait dengan pengamanan jika
barang milik daerah tersebut milik pemerintah daerah namun belum
dilengkapi dengan dokumen-dokumen pemilikan yang kuat, seperti tanah
yang belum bersertifikat, kita sertifikatkan dulu, atau kenderaan yang belum
memiliki BPKB atau masalah-masalah lainnya yang terkait dengan

legalitas.” {BPKK Aceh Tengah, 07/06/2018).

Hasil dari kegiatan pengamanan aset yang sudah dilakukan pada tahun 2017
lalu, Informan 5 menjelaskan :

“Kita lakukan pengadaan dan pemasangan pamflet atau tanda kepemilikan

tanah dan juga kita melakukan sewa gedung untuk pengamanan barang-

barang yang tidak memiliki manfaat ekonomis lagi.” (BPKK Aceh Tengah,

07/06/2018).

Penjelasan Informan 5 tentang hasil kegiatan pengamanan aset tersehut
diatas adalah pengamanan yang dilakukan secara fisik sebagaimana amanat
Permendagri 19 Tahun 2016. Sedangkan untuk pengamanan secara administrasi
yang wajib disimpan oleh Pengelola Barang, Informan 5 menyebutkan

dokumen-dokumen yang disimpan di Bidang Aset hanya berupa sertifikat

tanah/akte tanah dan BPKB kenderaan yang disimpan di dalam brankas dan
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filling cabinet (BPKK Aceh Tengah, 07/06/2018). Penjelasan serupa juga
disampaikan oleh Informan 3, bahwa sementara ini hanya BPKB dan sertifikat
saja yang disimpan di Bidang Aset, namun jika nantinya ada dokumen lainnya
seperti IMB, SIP, surat-surat perjanjian, surat jaminan maka harus diamankan
oleh pengelola barang (BPKK. Aceh Tengah, 06/06/2018).

Selain pengamanan fisik dan administrasi, pengamanan hukum juga
dilaksanakan, namun hanya terbatas pada BPKB kenderaan sedangkan untuk
tanah dilakukan oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah yang baru
terbentuk pada pertengahan 2017, berikut penjelasan Informan 5:

“Ada tanah yang bermasalah atau masih sengketa atau tanah-tanah vang

belum memiliki sertifikat, namun itu sudah jadi tanggungjawab dinas

pertanahan untuk penyelesaiannya. Sedangkan untuk BPKB kenderaan, ada
beberapa dinas yang pada tahun sebelumnya sudah dilakukan pengadaan
namun belum diserahkan BPKBnya sama kita dan ada juga BPKB yang

masih di provinsi, kenderaannya sudah diserahkan kepada kita tapi proses
hibahnya belum dilaksanakan.” (BPKK Aceh Tengah, 07/06/2018).

Penjelasan Informan 5 mengenai penyelesaian masalah hukum oleh dinas
pertanahan, juga telah dipcrtegas sebelumnya oleh Informan 3 pada temuan
hasil legal audit sebelumnya yaitu:

...... Kalau mengenai tanah, tanah yang kita kelola disini yang kita lakukan
pengamanan adalah tanah yang sudah dimanfaatkan pemanfaatan,
penggunaannya, dan sudah tidak bersengketa lagi....... ” (BPKK Aceh
Tengah, 13/03/2018).

“ Jadi masalah sengketa tanah itu diselesaikan oleh Dinas Pertanahan.
Sudah diselesaikan oleh mereka dan terbit sertifikat tercatat dan kemudian
kita catat pada buku inventaris kita, baru kita lakukan pengamanan secara
pamflet, atau pemagaran atau dimanfaatkan sesuai dengan yang ditetapkan
oleh Bupati.” (BPKK Aceh Tengah, 13/03/2018).

IR Jadi sekitar 40% (atau 339 persil tanah} lagi yang belum ada, kurang
lebih segitulah......data-data yang belum ada sertifikat sudah kita sampatkan
ke Dinas Pertanahan untuk menindaklanjuti penertiban sertifikatnya.”
{BPKK Aceh Tengah, 13/03/2018).
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Berdasarkan penjelasan Informan 5 diatas, terkait hasil dari kegiatan
pengamanan aset pemda, sedikit berbeda dengan penjelasan Informan 3 berikut
ini:

“kalau pengamanan aset yang pertama, regulasinya dulu, juknisnya
pengamanan. Banyak yang diamankan termasuk peralatan dan mesin.
Gedung dan Bangunan kan beda mekanisme pengamanannya. Pertama
regulasinya, yang baru pertama kita tertibkan regulasi terkait pengamanan
dengan penggunaan kenderaan dinas. Udah keluar regulasinya, kemudian
udah kita edarkan cuman belum kita sosialisasikan ke pengurus barang dan
kita harapkan kedepan pertama kita tertibkan nomor polisinya dulu. Nomor
polis1 SKPK agar sinkron. Kemudian setelah kita tertibkan nomor polisi,
SKPK harus membuat surat keputusan penetapan pengguna barang. Dasar
penertiban pengguna barang itu baru dibuat berita acara serah terima ke
pengguna. Itu mekanisme penertiban peralatan dan mesin. Mungkin juga
nanti berdampak ke yang lainnya, seperti juga ke mobileur, laptop,
komputer. Harus ada SK kepala SKPK tentang penetapan pengguna barang.
Untuk masalah gedung, pertama kita tertibkan tanahnya dulu, tanahnya
punya siapa ini? Punya kita atau bukan. Kalau punya kita sudah ada
sertifikat, kita inventarisasi ini tanah sudah ada sertifikat. Kalau belum kita
proseskan sertifikatnya dulu. Dan gedung, gedung itu ada IMB-nya tidak?
Kemudian gedung itu statusnya punya siapa? Bar kemudian kita buatkan
pamflet identitas, artinya “Tanah inmi Milik Pemerintah Kabupaten Aceh
Tengah sesuai Sertifikat Nomor.....” kita pasang disetiap tanah-tanah milik
pemda. Itu mungkin salah satu upaya kita.” (BPKK Aceh Tengah,
06/06/201 8).

Adapun komponen biaya yang terlibat dapat dilihat pada Tabel 5.7
Anggaran, Anggaran Perubahan, Realisasi dan Sisa Anggaran Pengamanan

Aset Pemda berikut ini :
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Tabel 5.7
~ Anggaran, Anggaran Perubahan, Realisasi dan Sisa Anggaran Pengamanan Aset Pemda berikut ini :
Program : Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Kegiatan  : Pengamanan Aset Pemnerintah Daerah
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerak 85%

Masukan Jumlah Dana Rp100.000.000

Keluaran Pengamanan Aset Negara Daerah 90%

Hasil . Terpeliharanya data kepemilikan Hak atas Aset Daerah 100%

No Uraian Anggaran EEZEE Angrgearrual?alsl:tl:zlah Realisasi Sisa Anggaran
1 | Honorarium PPK 5.100.000 - 5.100.000 5.100.000 -
2 | Honorarium Tim Kegiatan 15.000.000 - 15.000.000 | 15.000.000 -
3 | Belanja ATK 2.000.000 - 2.000.000 1.994.900 5.100
4 | Belanja Cetak 35.000.000 | (35.000.000) - - -
5 | Belanja Penggandaan 1.400.000 - 1.400.000 1.385.000 15.000
6 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 20.000.000 - 20.000.000 | 20.000.000 -
7 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000 - 1.500.000 654.000 846.000
8 | SPPD Luar Daerah 20.000.000 - 20.000.000 | 19.050.500 949.500
9 | Belanja Modal Peralatan & Mesin - 35.000.000 35.000.000 | 34.750.000 250.000

JUMLAH | 100.000.000 - 100.000.000 | 97.934.400 2.065.600

Sumber : BPKK Aceh Tengah, 2018 (diolah).



d. Pelelangan aset pemda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 8 bahwa tujuan dari kegiatan
pelelangan a;set pemda adalah penghaﬁusan atas barang milik daerah yang
sudah rusak. Lebih lanjut, Informan 8 menjelaskan bahwa penghapusan tersebut
dilakukan dengan dua cara yaitu penjualan dan pemusnahan. Namun upaya
penjualan barang milik daerah pada tahun 2017 lalu hanya terbatas pada
bongkaran bangunan sekolah. Berikut penjelasan Informan 8 mengenai tidak
terlaksananya sepenuhnya kegiatan pelelangan aset .pemda:

“Tahun 2017 kemaren yang dijual atau dilelang hanya untuk bongkaran
bangunan sekolah-sekolah yang mau dirchap kembali. Kalau untuk barang-
barang inventanis belum sempat kita lakukan penjualan atau pemusnahan.”
(BPKK Aceh Tengah, 07/06/2018).

“Sebelum dilakukan penjualan bg, kita lakukan penilaian terlebih dahulu ke
KPKNL Lhokseumawe. Cuman orang tu belum sempat menilai, kita udah
dari awal tahun mengajukan permohonan penilaian tapi sampai akhir tahun
mereka belum bisa, bahkan mungkin sampai tahun 2018 juga belum bisa
dilakukan penilaian. Yang sempat mereka nilai cuman satu kenderaan wakil
bupati aja. Itu cuman saftu yang bisa orang tu nilai.” (BPKK Acch Tengah,
07/06/2018).

Menurut Informan 3, “Sebenamya yang ingin dicapai pada tahun 2017
adalah penertiban atas aset-aset yang tidak efektif.” Namun alasan tidak
terlaksana sepenuhnya kegiatan pelelangan aset pemda juga diakui oleh
Informan 3, yang menjelaskan:

...... nggak tercapai, terkendala pada KPKNL, proscs penilaian sama
proses verifikasi. Itu ndak tercapai. Kalau yang lain, yang dua itu tercapai.
(Red: penyusunan sistem laporan aset dan pendataan barang milik daerah)
Itu ndak tercapai satu, artinya penghapusan atas aset-aset yang tidak efektif
lagi. Mungkin tahun inilah kita perbaiki dan tercapai. Karena tahun lalu kita
masih tergantung sama KPKNL, kalau sekarang sudah keluar pennendagri
tentang penilaian....permendagri...... {Red: Permendagrn 21 tentang
Penilaian Barang Milik Negara/Daerah)” (BPKK Aceh Tengah,
06/06/2018).
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Akibat tidak terlaksana sepenuhnya kegiatan pelelangan aset pemda,
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui Bidang Aset mengambil inisiatif
agar pelaksanaan pelelangan aset pemda dapat berjalan pada tahun 2018, maka
anggaran kegiatan pelelangan aset pemda dilakukan perubahan/revisi. Berikut
penjelasan Informan 8 mengenat perubahan tersebut:

“Anggarannya sudah kita revisi, anggaran kita gunakan untuk kegiatan lain
atau kegiatan yang berhubungan dengan koordinasi pelelangan. Sisa
anggaran sekitar 10 jt. Koordinasi pelelangan termasuk SPPD untuk
pelatihan/pendidikan petugas penilai ke Medan dan ke Jakarta. Jadi tahun
depan, bisa nanti kita melakukan penilaian sendin, karena kita sudah punya
sertifkat penilaian dari MAPPL” (BPKK Aceh Tengah, 07/06/2018).

...... kalau penyebab lainnya ndak ada. Kita cuman mengandalkan KPKNL
untuk penilaian dan pelelangan. Karena sumber daya kita disini belum bisa
melakukan penilaian, walaupun secara aturan bisa dilaksanakan, tapi BPK
menyarankan untuk penilaian barang milik daerah, penilai wajib memiliki
kemampuan penilai dengan menunjukkan bukti sertifikat pelatihan. Itu yang
sedang kita kejar tahun ini.” (BPKK Aceh Tengah, 07/06/2018).

Adapun komponen biaya yang terlibat dapat dilihat pada Tabel 5.8

Anggaran, Anggaran Perubahan, Realisasi dan Sisa Anggaran Pelelangan Aset

Pemnda berikut ini :
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Tabel 5.8
Anggaran, Anggaran Perubahan, Realisasi dan Sisa Anggaran Pelelangan Aset Pemda
Program : Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Kegiatan  : Pelelangan Aset Pemerintah Daerah
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 85%
Masukan Jumlah Dana Rp148.000.000
Keluaran Pelaksanaan Pelelangan Aset Negara Daerah 95%
Hasil Terlaksananya Lelang Aset Daerah 100%
No Uraian Anggaran Eﬂ:;: Angrgearz:l;lalslzz:lah Realisasi Sisa Angpgaran
1 | Heonorarium PPK 6.000.000 3.000.000 9.000.000 9.000.000 -
2 | Honorarium Tim Kegiatan 60.000.000 | (20.000.000) 40.000.000 40.000.000 -
3 | Uang Lembur PNS 4.000.000 2.000.000 6.000.000 5.782.500 217.500
4 | Belanja ATK 4.000.000 5.000.000 9.000.000 8.911.600 88.400
5 | Belanja jasa penyiaran berita melalui 15.000.000 | (15.000.000) - -
media elektronik/media massa
6 | Belanja Penggandaan 4.000.000 15.000.000 19.000.000 19.000.000 -
7 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000 | (3.000.000) 2.000.000 2.000.000 -
8 | Belanja Makanan dan Minuman Tamu 5.000.000 5.000.000 - 5.000.000
9 | SPPD Dalam Daerah 5.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000
10 | SPPD Luar Daerah 40.000.000 27.695.000 67.695.000 64.695.000 3.000.000
JUMLAH 148.000.000 14.695.000 162.695.000 | 152.389.100 10.305.900

Sumber : BPKK Aceh Tengah, 2018 (diolah).




C. Pembahasan
Pada Bab Il telah disajikan teori berkaitan dengan manajemen startegis dan asset
management, dan pada Bab IV bagian Hasil (temuan penelitian) juga telah
dihasilkan data lapangan dan hasi] wawancara. Pada bagian ini akan dilakukan
evaluasi keefektifan dengan cara mencocokkan teori yang ada dengan hasil temuan
di1 lapangan baik berupa data, wawancara maupun hasil observasi lapangan.
1. Keefektitan pengelolaan barang milik daerah dalam konteks asset management
a. Inventansasi aset.

Dan hasil wawancara dcngan Informan 3, diketahui bahwa tahun 2015
pertama kali dilakukan inventansasi hingga berlanjut tahun 2017. Inventarisasi
yang dimaksud oleh Informan 3 berupa penggolongan aset dari empat KIB
menjadi enam KIB, verifikasi aset sesuai dengan kondisi aset, membenahi data-
data identitas kenderaan dan melakukan penginputan sistem terkapitalisasi.
Masih dari Informan 3 juga telah menjelaskan bahwa di tahun 2018 akan
dilakukan sensus untuk aset tanah, gedung dan jalan. Dan Informan 2 juga
diketahui bahwa inventanisasi akan dilaksanakan dua tahap yaitu tahap satu
tahun 2018 untuk aset tanah, bangunan dan gedung, jalan, irigasi dan jaringan,
dan tahap dua tahun 2019 untuk peralatan dan mesin, dan aset tetap lainnya.

Pentingnya dilakukannya inventarisasi aset di Pemerintah Kabupaten Acch
Tengah juga dapat diketahui dan penjelasan Informan 3, Informan 2, Informan
4 dan Informan 9 bahwa masih banyak aset yang datanya belum akurat baik itu
terkait jumlah tanah/bangunan/jalan/irigasi yang sebenarnya, alamat atau lokasi

maupun barang-barang milik daerah yang belum diberi label. Pentingnya
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inventarisasi juga mengingat bahwa inventarisasi yang pemnah dilakukan pada
tahun 2014 dapat dianggap tidak berhasil.

Penjelasan yang disampaikan oleh Informan 3 bahwa yang dilakukan pada
tahun 2015 hingga 2017 adalah inventarisasi bukan sensus, tidak sesuai dengan
definisi atau pengertian inventarisasi. Dari pengertian atau definisi inventarisasi
sebelumnya, jelas bahwa pengertian inventarisasi bermakna lebih luas atau
didefinisikan sama dengan sensus. Pengertian sensus tidak pernah disebutkan

- didalam Permendagri 19/2016, namun hanya menyebutkan inventarisasi yang
dtlakukan minimal setiap lima tahun sekali. Pengertian pendataan, sebagaimana
dimaksud pada kegiatan pendataan barang milik daerah yang direncanakan pada
tahun 2018 dan 2019, mengacu pada pengertian inventarisasi. Meskipun
pendataan adalah salah satu bagian dan inventarisasi sebagaimana pengertian
inventarisasi dalam Permendagn 19/2016.

Inventarisasi yang dimaksud oleh Informan 3 adalah juga termasuk bagian
darn inventansasi yang bermakna melakukan updating atau pembaharuan data,
namun tidak dilakukan secara keseluruhan aset, namun secara perlahan-lahan
dan khusus hingga tahun 2017, Perbaikan atau pembaharuan dimaksud berupa
updating data-data kenderaan bermotor, kapitalisas: terhadap aset bangunan,
jalan, irigasi dan jaringan.

Pengertian inventarisasi aset oleh Siregar (2004:518) juga tidak dipenuhi
sepenuhnya  dimana tidak  dilakukannya proses pendataan  dan
kodifikasi/labelling. Demikian juga pengertian inventarisasi aset dalam
Permendagn 19/2016 yang tidak dilakukannya pendataan, pencatatan, dan

pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
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Dari definisi operasionalisasi konsep inventarisasi aset, juga tidak dapat
dipenuhi yaitu tidak dilakukannya pencocokan atau pengecekan fisik barang
sesuai dengan yang tercantum dalam daftar rincian kartu inventaris barang.
Definisi telah dilaksanakannya inventarisasi aset di Pemerintah Kabupaten
Aceh Tengah dipenuhi jika telah dilakukan pendataan atau pengecekan secara
fisik, kemudian dilakukan pencatatan atau pembaharuan kedalam data/sistem,
dan selanjutnya dilaporkan hasil pendataan barang milik daerah secara
keseluruhan.

Dari pembahasan diatas, membandingkan teori dan operasionalisasi konsep
atau ukuran inventarisasi aset dengan hasil data lapangan dan wawancara serta
observasi, dapat diketahui bahwa inventarisasi aset pada Pemerintah Kabupaten
Aceh Tengah belum dilaksanakan sepenuhnya dan direncanakan akan
dilaksanakan pada tahun 2018 ini dan 2019 tahun mendatang. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah kabupaten
Aceh Tengah dalam konteks inventarisasi aset belum sepenuhnya efektif.

b. Legal audit.

Dari hasil wawancara Informan 3 menjelaskan bahwa legal audif termasuk
dalam bagian verifikasi atau memperbaiki data yang sudah ada. Informan 3
mencontohkan untuk kenderaan telah diterbitkan aturan tentang tata cara
penggunaan kenderaan dinas dimana salah satunya mengatur tentang penetapan
SPPKD yaitu Surat Penunjukan Pemakai Kenderaan. Contoh lain untuk tanah,
berupa pengamanan tanah yang sudah dimanfaatkan pemanfaatan,

penggunaannya, dan sudah tidak bersengketa lagi. Informan 3 menjelaskan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Ai314§4.pdf

bahwa penyelesaian sengketa tanah garapan dilaksanakan oleh kantor
pertanahan kabupaten/kota.

Masih dari penjelasan Informan 3, bahwa pengurusan sertifikat tanah juga
menjadi tupoksi dinas pertanahan kabupaten/kota, sedangkan tupoksi Bidang .
Aset hanya sebatas pencatatan, pengamanan secara pamflet atau pemagaran.
Sebagaimana penjelasan Informan 3 dijelaskan bahwa tanah yang telah
bersertifikat berjumlah 243 atau sekitar 40% lagi yang belum bersertifikat.

Contoh lainnya dijelaskan oleh Informan 3 adalah BPKB kenderaan. Dimana
ada hibah kenderaan dari provinsi sudah dicatat di buku inventaris barang
namun dokumen kepemilikannya belum diserahkan, dimana secara fisik
kenderaan sudah dikuasai namun secara dokumen belum diserahkan. Terakhir,
dan penjelasan Informan 3 menyebutkan bahwa saat ini hanya BPKB dan
sertifikat tanah saja yang disimpan di Bidang Aset sedangkan dokumen lain
seperti IMB, SIP, surat-surat perjanjian, surat jaminan, jika ada maka harus
diamankan oleh pengelola barang.

Dari penjelasan Informan 3 tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa (1)
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah menerbitkan peraturan tentang tata
cara penggunaan kenderaan namun aturan tersebut baru akan dilaksanakan; (2)
tanah yang belum bersertifikat jumilahnya cukup signifikan mencapai 243
persil/lokasi atau 40%, artinya tidak dilakukan pengurusan sertifikat selama ini;
(3) belum selesainya proses hibah atau penyerahan BPKB dari Provinsi dan
terakhir (4) Bidang Aset hanya menyimpan BPKB dan sertifikat tanah

sementara 1ni.
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Dari keemnpat kesimpulan tersebut diatas jika dibandingkan dengan definisi
oleh Siregar (2004: 519), Permendagri 19/2016 dan definisi operasionalisasi
legal audit yang mendefinisikan sebagai kegiatan pengurusan tanah yang belum
bersertifikat, IMB, BPKB, SIP dan BAST, maka dapat diketahui bahwa proses
legal audit di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah belum sepenuhnya
dilaksanakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan barang milik
daerah di Pemenntah Kabupaten Aceh Tengah dalam konteks legal audit
sepenuhnya belum efektif.

c. Penilalan asct.

Dan hasil wawancara dengan Informan 3, diketahui bahwa aturan mengenai
penilaian masih baru sejak adanya Permendagn 19/2016, namun sebelum ada
aturan tersebut, penilaian dilakukan oleh penilai internal atau tim yang
ditetapkan oleh bupati. Kedepan, Informan 3 menjelaskan untuk penilaian yang
tidak krusial, nantinya dilakukan oleh penilai intemnal yang telah bersertifikasi
dan penilaan seperti tanah dan bangunan dilakukan kerjasama dengan KPKNL
atau KJPP. Informan 3 juga menjelaskan bahwa penilai intemal pemenintah
daerah belum ada diatur.

Dalam Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Tcknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebelum
adanya/berlakunya Permendagn 19/2016, pada Bab X tentang Penilaian,
khususnya pasal 52 ayat (1), bahwa penilaian barang milik daerah dilaksanakan
oleh tim yang ditetapkan oleh kepala daerah dan dapat melibatkan penilai
independen vang bersertifikat dibidang penilaian aset. Pada peraturan tersebut

juga disebutkan bahwa penilaian dilakukan dalam rangka penyusunan neraca
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pemerintah daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan. Pada Bab XII tentang
Pemindahtanganan khususnya Pasal 56 ayat (1), juga menjelaskan bahwa
barang milik daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan,
dihapuskan dari daftar inventaris barang milik daerah. Bentuk-bentuk
pemindahtanganan pada aturan tersebut juga sama dengan aturan dalam
Permendagri 19/2016, yaitu penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan
modal pemerintah daerah.

Pada dasamya aturan Permendagri 19/2016 tidak jauh berbeda dengan
aturan sebelumnya yaitu Permendagri 17/2007. Baik itu mengenai penilaian
maupun pemindahtanganan. Dan hasil pengamatan di lapangan, diketahui
bahwa penghapusan aset melalui penjualan pada Bidang Aset atau Pemerintah
Kabupaten Aceh Tengah dilakukan hanya untuk kenderaan bermotor yang
nilainya, dinilai oleh tim yang ditetapkan oleh bupati dan hanya terbatas pada
aset renovasi gedung-gedung sekolah. Sedangkan untuk aset atau barang
inventaris yang rusak berat atau tidak dapat dipergunakan belum pernah
dilakukan penghapusan. Hal tersebut juga dapat dilihat dari nilai aset lain-lain
atau rusak berat pada neraca aset dari tahun 2015 s.d. 2017 tidak berkurang yang
artinya juga bahwa aset-aset tersebut tidak pernah dilakukan upaya penilaian
untuk dilakukan penghapusan baik dengan cara penjualan, pemusnahan maupun
dengan cara dihibahkan.

Dan penjelasan tersebut diatas, diketahui bahwa definisi penilaian aset di
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah baik definisi oleh Siregar (2004: 519),
Permendagri 19/2016 maupun ukuran penilaian dan operasionalisasi konsep

penelitian, tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan. Sehingga dapat disimpulkan
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bahwa pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah
dalam konteks penilaian aset belum sepenuhnya efektif.
d. Optimalisasi aset.

Berdasarkan hasil penjelasan Informan 3 bahwa yang berjalan di Pemerintah
Kabupaten Aceh Tengah dalam rangka pemanfaatan aset atau optimalisasi aset
adalah sewa dan pinjam pakai, sedangkan untuk yang lainnya belum ada. Hal
tersebut karena keterbatasan lahan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Aceh
Tengah dan belum adanya tim teknis yang dibentuk untuk membahas
pemanfaatan aset daerah yang produktif.

Informan 3 juga menyebutkan bahwa saat ini untuk pinjam pakai yang ada
hanya seperti res1 gudang, cafe, beberapa kenderaan berupa mobil dan barang
inventans seperti laptop, meja, kursi, dll ke instansi vertikal seperti polres,
kejaksaan, kodim dan KIP. Sedangkan untuk sewa, Informan 3 menyebutkan
seperti pasar-pasar dan ruko-ruko.

Untuk kategori sewa vyaitu pasar-pasar dan ruko-ruko sebagaimana
disebutkan oleh Informan 3, tidak memenuhi definisi dalam Permendagri
19/2016. Menurut Pasal 80 ayat (2) Permendagri 19/2016, disebutkan bahwa
barang milik daerah yang merupakan objek retribusi daerah tidak dapat
dikenakan sebagai objek pemanfaatan barang milik daerah. Dengan kata lain
bahwa bangunan ruko atau sewa tanah yang selama ini telah menjadi objek
retribusi tidak dapat dikategorikan sebagai objek pemanfaatan.

Namun demikian, Informan 3 menjelaskan bahwa untuk aset yang
dimanfaatkan apakah sewa atau pinjam pakai, Informan 3 menjelaskan bahwa

secara riil-nya SKPK yang bersangkutan lebih mengetahui karena tidak semua
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aset yang disewakan atau dipinjampakaikan diketahui oleh Bidang Aset. Salah
satu contohnya adalah bangunan cold storage yang berlokasi di jalan Yos
Sudarso yang telah dimanfaatkan oleh pihak ketiga dengan p&janjian sewa,
namun Bidang Aset tidak mengetahui secara pasti.

Dan penjelasan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dari lima objek
pemanfaatan yaitu sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna
serah atau bangun serah guna dan kerja sama penyediaan infrastruktur, yang
hanya ada objek pemanfaatan di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yaitu
pinjam pakai. Sehingga definisi optimalisasi aset di Pemerintah Kabupaten
Aceh Tengah baik dari definisi Siregar (2004: 519), Permendagri 19/2016
maupun definisi operasionalisasi konsep penelitian, tidak berjalan/dilaksanakan
sepenuhnya. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan barang milik daerah di
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam konteks optimalisasi aset belum
sepenuhnya efektif.

e. Pengembangan SIMA (sistem informasi manajemen aset).

Sebagainiana penjelasan Informan 3 pada hasil wawancara, menjelaskan,
bahwa SIMDA BMD pertama kali digunakan pada tahun 2015, dimana masih
banyak kelemahan-kelemahan ketika pertama kali digunakan. Dimana SIMDA
BMD pertama kali menggunakan versi 1.06 dan terakhir ini menggunakan versi
2.079. Lebih lanjut Informan 3 menjelaskan bahwa fasilitas yang ada dalam
SIMDA BMD sudah sangat membantu dan cukup memadai untuk menampilkan
beberapa informasi terkait dengan informasi pelaporan barang milik daerah.

Dari penjelasan Informan 4, juga menjelaskan beberapa permasalahan

Simda BMD, namun permasalahan tersebut dapat teratasi karena adanya
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dukungan perbaikan dari BPKP. Selain itu, Informan 4 juga menyampaikan
bahwa tidak semua menu di dalam aplikasi tersebut dimanfaatkan. Dari
Informan 4 juga diketahui bahwa Simda BMD tidakl. dikembangkan atau
terhubung dengan aplikasi lain yang berbasis geospasial atau GIS.

Dari penjelasan Informan 3 dan Informan 4 dapat disimpulkan bahwa (1)
aplikasi Simda BMD yang digunakan sudah cukup membantu dan memberikan
informasi terkait laporan pengelolaan barang milik daerah; (2) tidak semua
menu digunakan dalam aplikasi Simda BMD sehingga dimungkinkan bentuk
pengawasan dan pengendalian dari Simda BMD tidak berjalan efektif;, (3)
Simda BMD tidak berbasis geospasial

Pengertian SIMA oleh Siregar (2004: 519-520) tampak jauh lebih luas
karena SIMA yang dimaksud berbasis geografis, yaitu pengembangan dari
SIMBADA yang menambahkan unsur spasial. SIMBADA sendiri pada tahun
2001 sudah dikenal namun Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan
hasil wawancara dengan Informan 3, bahwa pertama kali menggunakan aplikasi
SIMDA BMD mulai digunakan tahun 2015 dan tahun-tahun sebelum itu masih
menggunakan manual {Excel). Jadi hingga sekarang Pemerintah Kabupaten
Acch Tengah masih menggunakan SIMDA BMD versi 2.079 yang dibuat atau
dikembangkan oleh BPKP dalam pengelolaan barang milik daerahnya.
Sebagaimana diketahui dan disampaikan oleh Informan 3 juga, bahwa SIMDA
BMD adalah aplikasi database non-spatial yang belum dikembangkan menjadi

berbasis spatial atau Geographic Information System (GIS).

Siregar (2004: 519-520) menjelaskan bahwa tujuan pengembangan SIMA -

adalah untuk tujuan pengawasan dan pengendalian. Tujuan pengawasan dan
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pengendalian disini dimaksud adalah mengpunakan alat bantu yang
menggunakan sistem informasi manajemen aset daerah. Awalnya, menurut
Siregar (2004: 519-520) bahwa SIMBADA terﬁebut sudah cukup untuk
dijadikan sebagai alat pengawasan dan pengendalian, terlebih lagi jika
dikembangkan lagi dengan menggunakan aplikasi berbasis spasial yang dapat
secara akurat memberikan informasi keberadaan lokasi dari aset tersebut.
Siregar (2004: 519-520) juga berpendapat bahwa pengembangan SIMBADA
menjadi aplikasi berbasis spasial akan meningkatkan transparansi kerja dalam
pengelolaan aset sehingga meningkatkan tidak perlu mengkhawatirkan
pengawasan dan pengendalian aset yang lemah.

Maksud Siregar (2004: 519-520) tersebut sebenarnya tidak jauh berbeda
dengan dengan Permendagri 19/2016. Dalam Permendagri 19/2016
menyebutkan pengawasan dan pegendalian dilaksanakan oleh pengguna barang
melalui pemantauan dan penertiban dan oleh pengelola barang melalui
pemantauan dan investigasi. Pengawasan dan pengendalian tersebut baik oleh
pengguna barang maupun pengelola barang dapat menggunakan salah satunya
adalah penggunaan sistem informasi manajemen aset yang berbasis geospasial.
Dari Inforinan 6 juga menyebutkan bahwa setiap sensus yang mereka lakukan
untuk tanah, gedung dan bangunan wajib disertai dengan titik koordinat untuk
mengetahui lokasi pasti yang dapat dipantau/dilihat melalui peta.

Membandingkan antara hasil temuan penelitian baik melalui wawancara dan
observasi dengan pendapat Siregar (2004: 519-520), Permendagn 19/2016
maupun definisi konseptualisasi pengembangan SIMA, dapat diketahui bahwa

pemerintah Kabupaten Aceh Tengah belum melaksanakan pengembangan
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aplikasi Simda BMD (nonspasial) menjadi aplikasi berbasis spasial atau GIS,
sehingga fungsi dari pengendalian dan pengawasan menurut Siregar (2004:
519-520) belum efektif atau masih leméh. Dapat disimpulkan bahwa
pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam
konteks pengembangan SIMA belum sepenuhnya efektif.

2. Keefektifan strategi pengelolaan barang milik daerah
a. Penyusunan sistem laporan aset.

Keefektifan strategi sangat tergantung dari awal perumusan/perencanaan
strategi. Perumusan strategi dalam pemerintahan atau organisasi publik sangat
tergantung dari analisis lingkungan ecksternal dan lingkungan internal
organisasi. Dari analisis lingkungan tersebut akan menghasilkan sasaran jangka
panjang dan sasaran tahunan dan menghasilkan strategi umum dan strategi
operasional yang selanjutnya menghasilkan kebijakan dalam bentuk anggaran
kegiatan.

Strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam pengelolaan barang
milik daerah adalah langkah-langkah yang berisikan program-program datam
bentuk anggaran kegiatan tahunan untuk mewujudkan tujuan/cita-cita
pengelolaan barang milik daerah yang baik. Strategi yang tertuang dalam
bentuk anggaran kegiatan tahunan dalam rangka pengelolaan barang milik
daerah tersebut diantaranya adalah penyusunan sistem laporan aset, pendataan
barang milik daerah, pengamanan aset pemda dan pelelangan aset pemda.

Berdasarkan penjelasan Informan 3, mengatakan bahwa di dalam
penyusunan renja, anggaran, LAKIP, RPJM, dan RPJP, Bidang Aset selaku

pengurus barang pengelola tidak pernah diikutsertakan, bahkan masuk dalam
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TAPD juga tidak, sehingga tidak ada masukan terhadap regulasi-regulasi
strategis tentang pengelolaan/pembenahan barang milik daerah. Penjelasan
tersebut mengindikasikan bahwa pmgélolaan barang milik daerah bukanlah
masalah atau isu strategis yang menjadi perencanaan strategis atau tujuan yang
penting bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang harus diselesaikan.
Informan 3 juga menjelaskan bahwa kebijakan atau program-program
pengelolaan barang milik daerah yang ditetapkan selama ini adalah didasarkan
pada temuan/rekomendasi BPK.

Dari dokumen LAKIP Badan Pengelolaan keuangan Kabupaten Aceh
Tengah tahun 2017, juga tidak ditemukan sasaran atau tujuan spesifik
permasalahan barang milik daerah yang utama yang harus dilaksanakan dalam
pengelolaan barang milik daerah. Hal tersebut juga membuktikan penjelasan
dari Informan 3. Tambahan penjelasan Informan 3 terkait adanya porsi/jatah
pembagian secara rata anggaran kegiatan, juga membuktikan tidak efisiennya
program Kkegiatan yang dilaksanakan. Sehingga indikasi awal penyusunan
strategi dalam bentuk program kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemenintah
Kabupaten Aceh Tengah dalam rangka pengelolaan barang milik daerah, tidak
efektif. Perumusan strategi berfokus pada efektivitas. Hal tersebut yang
diungkapkan oleh David (2013). Seharusnya perumusan strategi harus
melibatkan sebanyak mungkin para manajer.

Dari faktor efektivitas kegiatan, salah satu kegiatan yakni penyusunan sistem
laporan aset, ditinjau dari tujuan pencapaian yang ingin di raih, kegiatan
penyusunan sistem laporan aset dapat dikatakan telah efektif. Hal tersebut

dibuktikan dari penjelasan Informan 1 yang mengatakan bahwa pelaporan aset
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setiap tahunnya tidak pernah terlambat, walaupun adanya beberapa kendala
yang dialami setiap tahunnya. Kendala-kendala tersebut disebutkan Informan 3
diantaranya ada beberapa SKPK )I/ang terlambat melapor baik akibat sulitnya
memperoleh catatan belanja modal dari PPTK maupun harus terlebih dahulu
menunggu selesainya penginputan SP2D dari Bidang Akuntansi, permasatahan
belanja modal dan dana BOK. dan dana BOS.

Permasalahan lainnya terkait dengan kegiatan penyusunan sistem laporan
aset, terkait dengan pengurus barang yang seharusnya kegiatan tersebut bisa
lebih efektif adalah tidak adanya diklat atau pelatihan bagi pengurus barang.
Diklat tersebut dapat menjadi wadah bagi pengurus barang dan para pengelola
barang untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang setiap tahunnya
sering dihadapi.

Terkait dengan tujuan penyusunan sistem laporan aset yang ingin
menyediakan informasi laporan aset setiap tahunnya, Informan 3 juga ada
menjelaskan bahwa pada tahun 2017, penyusunan sistem laporan aset berfokus
pada kapitalisasi aset. Jadi, laporan aset yang diinput oleh pengurus barang
khusus tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, pencatatannya
tidak boleh ganda atau harus disesuaikan kepada induknya.

Adapun jumlah dana yang dibutuhkan dalam kegiatan penyusunan sistem
laporan aset, Informan 1 dan Informan 3 menjelaskan bahwa komponen atau
biaya utama yang dikeluarkan untuk penyusunan sistem laporan aset adalah
biaya honor petugas penyusun laporan termasuk juga honor pengurus barang
dan biaya barang dan jasa untuk keperiuan penyelesaian laporan aset. Dari

Tabel 5.5 juga dapat kita lihat bahwa porsi realisasi honorarium tim kegiatan
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mencapai 35% atau 35 juta dan total realisasi 99,68 juta dan belanja cetak dan
SPPD luar daerah yang besarnya masing-masing sebesar 9,3% dan 20%.

Sebagaimana penjelasan térsebut diatas diketahui bahwa proses penginputan
belanja modal telah dilaksanakan setiap tahunnya meskipun ada beberapa
kendala yang dihadapi dan telah menghasilkan laporan neraca aset tetap setiap
tahunnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Sehingga dapat
disimpulkan dari segi keefektifan strategi pengelolaan barang milik daerah
dalam mencapai tujuannya, kegiatan penyusunan sistem laporan aset telah
dilaksanakan secara efektif.

b. Pendataan barang milik daerah.

Pada gambaran umum Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah bagian
sebelumnya, telah dijelaskan bahwa saat ini terdapat 50 SKPK di Pemerintah
Kabupaten Aceh Tengah. Hal tersebut sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh
Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Akibat perubahan tersebut, ada beberapa
SKPK yang mengalami perubahan nomenklatur dan tupoksi. Akibat perubahan
nomenklatur dan tupoksit tersebut, berpengaruh juga terhadap struktur
organisasi dan juga sarana yang dimiliki. Akibatnya terjadinya mutasi-mutasi
barang milik daerah antar SKPK.

Berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 900/17/BPKK/2017,
tanggal 23 Februean 2017 tentang Penunjukan/Penetapan Tim Pendataan Barang
Milik Daerah (BMD) Pemernintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran
2017, setidaknya ada 15 Eks badan/dinas dan 16 badan/dinas yang menjadi

objek mutasi barang milik daerah. SKPK yang berubah nomenklatur dan
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bahkan digabung menjadi bagian dari dinas lain, seperti Eks. Dinas Pendapatan
dan Aset dan Eks. Dinas Pengelolaan Keuangan menjadi Badan Pcngelolaan
Keuangan; Eks. Dinas.. Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Dinas
Sosial dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Eks. Dinas Perkebunan dan
Kehutanan, Eks. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan,Eks. Dinas Peternakan
dan Perikanan menjadi Dinas Pertanian; dan dinas-dinas lainnya.

Akibat-akibat perubahan SOTK tersebut, maka sebagai antisipasinya
dianggarkannyalah pendataan barang milik daerah. Pada awalnya, menurut .
Informan 3 bahwa kegiatan pendataan barang milik daerah tidak untuk
diperuntukan untuk perubahan SOTK tersebut namun untuk pendataan
keselurthan barang milik daerah, namun hal tersebut tidak memungkinkan
mengingat jumlah anggarannya yang tidak mencukupi.

Dan Informan 1 diperoleh informasi bahwa tujuan dan kegiatan pendataan
itu dikhususkan untuk pendataan perpindahan aset-aset dan satu SKPK ke
SKPK lainnya. Menurut Informan 1 bahwa kegiatan yang membutuhkan waktu
enam bulan tersebut, sangalah rumit karena melibatkan jumlah barang yang
cukup banyak dan tahun ke tahun pengadaan, terlebih lagi peralatan dan mesin
yang kecil (jumlahnya dibawah kebijakan akuntansi atau dibawah 300 nbu) dan
belum lagi permasalahn barang yang kemungkinan tidak diketemukan lagi.
Informasi yang disampaikan Informan 1 tersebut, mengindikasikan
kemungkinan adanya masalah dimana kepala SKPK yang baru memimpin
terpaksa harus menerima aset-aset yang sudah tidak dapat diketemukan lagi dan

kepala SKPK yang lama.
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Dari Informan 1 juga diperoleh informasi bahwa hasil dari mutasi-mutasi
barang milik daerah tersebut telah dipertanggungjawabkan dalam bentuk
laporan dan telah‘xditandatangani oleh masing-masing kepala SKPK serta telah
dilaporkan dalam LKPD tahun 2017. Adapun komponen biaya yang terlibat
dalam kegiatan tersebut, menurut Informan 1 bahwa komponen biaya terbesar
adalah komponen biaya honorarium tim kegiatan dan SPPD luar daerah.

Dalam melakukan evaluasi efektivitas suvatu kegiatan yang semata-mata
diukur dari pencapaian tujuan, terkadang tidak melihat faktor efisensinya. Suatu
kegiatan yang efektif belum tentu efisien dan demikian juga sebaliknya.
Pengukuran efektivitas dan penelitian ini hanya melihat dani fakior pencapaian
tujuan yang telah dicapai bukan dari faktor bagaimana pelaksanaan kegiatan
tersebut. Dilihat pada Tabel 5.6, dari komponen biaya honorarium sebesar 70
juta atan 51,9% dari total realisasi sebesar 134.,8 juta cukuplah besar. Demikian
juga komponen biaya SPPD luar daerah sebesar 29,3 juta atau 21,5% cukuplah
besar dimana pendataan barang milik daerah tidak dilakukan diluar daerah, jadi
mengapa komponen tersebut menjadi komponen kedua terbesar.

Terlepas dan persoalan tidak efesiensi kegiatan tersebut, kenyataannya
kegiatan tersebut telah berhasil dilaksanakan sebagaimana penjelasan dari
Informan 1. Sehingga dapat disimpulkan dari segi keefektifan strategi
pengelolaan barang milik daerah dalam mencapai tujuannya, kegiatan
pendataan barang milik daerah telah dilaksanakan secara efektif.
¢. Pengamanan aset pemda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 5 menjelaskan bahwa dalam

melakukan pengamanan aset disesuaikan dengan Permendagri 19/2016 yaitu
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dengan melakukan pengamanan fisik, administrasi dan hukum. Bentuk dari
pengamanan fisik, Informan 5 menjelaskan, seperti untuk tanah/bangunan
dilakukan ﬁemagaran dan pemasangan tanda kepemilikan tanah/bangunan dan
BAST untuk kenderaan dinas. Sedangkan pengamanan administrasi, lanjut
Informan 5, seperti melakukan penyimpanan dan penatausahaan dokumen-
dokumen yang terkait dengan barang milik daerah tersebut. Terakhir untuk
pengamanan secara hukum dilakukannya, Informan 3 menjelaskan berupa
pengurusan kepemilikan barang milik daersh yang belum memiliki dokumen
kepemilikan yang lengkap.

Hasil dari kegiatan tersebut, menurut Informan 5 bahwa yang dilakukan pada
tahun 2017 yang lalu adalah pemasangan tanda kepemilikan dan melakukan
sewa gudang untuk barang-barang yang tidak bernilai ekonomis lagi atau tidak
efektif. Kedua hasil kegiatan tersebut merupakan pengamanan yang dilakukan
secara fisik. Untuk pengamanan secara administrasi, pada tahun 2017 yang lalu,
pengelola barang melalui Bidang Aset melakukan penyimpanan BPKB
kenderaan dan sertifikat tanah/akte tanah. Hal tersebut diakui oleh Informan 5
dan juga Informan 3. Namun Informan 3 juga menjelaskan bahwa selain itu ada
dokumen lainya yang seharusnya disimpan namun belum dilakukan yaitu
penyimpanan seperti IMB, SIP, surat-surat perjanjian dan surat jaminan.

Untuk pengamanan secara hukum, penjelasan Informan 3, kegiatan
pengamanan tahun 2017 lalu hanya berupaya mengurusi BPKB kenderaan
hibah dari provinsi, sedangkan untuk pensertifikatan tanah sudah menjadi
wewenang dari dinas pertanahan kabupaten. Dapat dilihat pada Tabel 5.7 bahwa

terdapat anggaran perubahan yang memindahkan belanja cetak menjadi belanja
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modal peralatan dan mesin sebesar 35 juta. Hal tersebut dilakukan untuk
pemasangan tanda kepemilikan yang semula direncanakan untuk belanja cetak
dokumen kepemilikan barang milik daerah.

Selain itu, Informan 3 menjelaskan bahwa untuk pengamanan kenderaan
telah diterbitkan regulasi yang mewajibkan adanya SK dari kepala SKPK.
Demikian juga nantinya akan dilakukan pengamanan untuk barang-barang
inventaris lainnya, seperti mobileur, laptop, komputer dan lain-lain.

Dari hasil penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa (1) telah dilakukan
pemasangan tanda kepemilikan dan sewa gudang; (2) telah dilakukan
penyunpanan BPKB dan sertifikat tanah/akte tanah, namun belum dengan
dokumen lain seperti IMB, SIP dan surat perjanjian atau jaminan lainnya; (3)
upaya pengurusan BPKB kenderaan hibsh dari provinsi namun belum selesai,
demikian juga dengan pensertifikatan tanah yang tidak dilakukan oleh Bidang
Aset maupun oleh dinas pertanahan kabupaten.

Dan definisi konseptualisast atau ukuran telah tercapainya tujuan
pengamanan aset adalah pembuatan dan pemasangan tanda kepemilikan
tanalvbangunan, pengurusan hibsh BPKB kenderaan dan provinsi dan
pensertifikatan tanah yang mana bahwa ketiga tujuan tersebut hanya satu yang
tercapai yaitu pembuatan dan pemasangan tanda kepemilikan tanah/bangunan
sedangkan dua tujuan lagi tidak tercapai yaitu pengurusan htbah BPKB
kenderaan dari Provinsi dan pensertifikatan tanah. Sehingga dapat disimpulkan
dari segi keefektifan strategi pengelolaan barang milik daerah dalam mencapai
tujuannya, kegiatan pengamanan aset pemda belum dapat dilaksanakan secara

efektif.
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d. Pelelangan aset pemda.

Dari informasi dari Informan 8 diketahui bahwa tujuan dari kegiatan
ﬁelelangan aset pemda adalah untuk melakukan penghapusan atas barang milik
daerah yang telah rusak. Prosedur penghapusanya dimulai dari penilaian atas
barang yang akan dihapuskan, kemudian selanjutnya dilakukan
pelelangan/penjualan. Dari hasil pelelangan/penjualan, nantinya dijadikan dasar
untuk pengajuan penghapusan.

Diketahui dan Tabel 5.4 bahwa dari tahun 2015 hingga tahun 2017, terdapat
aset lain-lain atau yang rusak berat senilai 247 milyar. Nilai tersebut cukup
signifikan dimana melebihi separuh nilai dari aset peralatan dan mesin. Namun
selama tiga tahun berjalan tidak juga dilakukan upaya penghapusan.
Berdasarkan Informan 8 bahwa pada tahun 2017 hanya dilakukan penghapusan
atas aset bongkaran hasil bangunan sekolah-sekolah, namun untuk aset barang
inventaris belum dapat dilakukan karena terkendala dengan jadwal penilai
KPKNL Lhokscumawe yang padat. Informan 3 juga memberikan keterangan
yang sama bahwa pada tahun 2017 lalu upaya penghapusan aset-aset yang tidak
efektif tidak tercapai karena masih tergantung pada penilai dari KPKNL
Lhokseumawe. Namun pada tahun 2018 imi, menurut Informan 3, akan
dilakukan penilaian oleh tim penilai internal pemerintah daerah dan harapannya
berhasil.

Rencana penilaian yang dilakukan oleh tim penilai internal pemerintah
daerah adalah hasil dari upaya penyesuaian/revisi kegiatan pelelangan aset
pemda yang diperuntukan untuk pendidikan penilaian bagi pegawai Bidang

Aset yang diselenggarakan oleh MAPPL Hasil dan pendidikan tersebut
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nantinya akan memperoleh sertifikat pendidikan dibidang penilaian yang dapat
digunakan untuk melakukan penilaian pada barang-barang milik daerah.
Walaupun penghapusan atas barang milik daerah tidak dapat dilaksanakan,
anggaran kegiatan pelelangan aset pemda justru ditambah menjadi lebih besar
lagi sejumlah 14,6 juta Tujuannya, sebagaimana penjelasan Informan 8, adalah
penyesuaian anggaran kegiatan yang diperuntukan untuk biaya perjalanan dinas
peserta diklat penilaian. Walaupun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini awainya
untuk penghapusan barang milik daerah, kemudian pada tahap akhir anggaran
tujuannya diubah menjadi tujuan untuk persiapan pelaksanaan penghapusan
pada tahun 2018, tetap dapat dikatakan bahwa tujuan dari kegiatan tersebut
tidak berhasil. Dengan demikian, definisi konseptualisasi pelelangan aset
pemda tidak dapat terpenuhi. Sehingga dapat disimpulkan dar1 segi keefektifan
strategi pengelolaan barang milik daerah dalam mencapai tujuannya, kegiatan

pelelangan aset pemda belum dapat dilaksanakan secara efektif.
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BAB VY

PENUTUP

A. Kesimpulan
Evaluasi strategi adalah bagian akhir dari manajemen strategis. Perumusan

strategi atau perencanaan strategi yang baik, yang melalui tahapan/model
manajemen strategi akan memudahkan dan menentukan keberhasilan implementasi
strategi, dan selanjutnya tercapainya pemenuhan. visi dan misi organisasi. Namun
ada kalanya perencanaan tidak sejalan dengan implementasi di lapangan akibat
adanya kendala-kendala yang tidak diperhitungkan, sehingga mutlak diperlukan
evaluasi atas strategi yang telah dilaksanakan.

Darni pembahasan atas evaluasi keefektifan pengelolaan dan evaluasi kefektifan
strategi pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah,
dapat disimpulkan:

1. bahwa pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah ditinjau dari konteks
inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset dan
pengembangan SIMA (Sistem Informasi Manajemen Aset) pada Pemerintah
Kabupaten Aceh Tengah belum sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan karena
belum dilaksanakannya inveﬁtarisasi;’pengecekan fisik barang secara
keseluruhan, masih banyak tanah yang belum bersertipikat, belum
dilaksanakannya penilaian dan penghapusan atas aset-aset yang rusak berat dan
tidak efektif, optimalisasi aset hanya sebatas pinjam pakai, dan masih

menggunakan aplikasi SIMDA BMD yang berbasis nonspasial.
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2. bahwa strategi pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Aceh
Tengah tahun 2017 sebagaimana tercantumn dalam pelaksanaan anggaran
kegiatan tahunan yakni penyusunan sistem laporan aset dan pendataan barang
milik daerah telah dilaksanakan secara efektif, sedangkan pengamanan aset
pemda dan pelelangan aset pemda belumn dapat dilaksanakan secara efektif.
Penyusunan sistem laporan aset dan pendataan barang milik daerah telah
dilaksanakan secara efektif disebabkan karena telah tercapainya penyajian
laporan aset secara tepat waktu setiap .tahunnya dan telah terdatanya proses
mutasi-mutasi barang milik daerah antar SKPK akibat perubahan SOTK.
Sedangkan pengamanan aset pemda dan pelelangan aset pemda belum dapat
dilaksanakan secara efektif disebabkan karena masih banyak tanah yang belum
disertipikatkan dan tidak semua dokumen diamankan secara administratif, serta
tidak dapat dilaksanakannya pelelangan aset pemda yang direncanakan akan
dihapuskan pada tahun 2017 lalu.

Selain kesimpulan tersebut diatas, dapat disimpulkan juga bahwa dari hasil
wawancara, diketahui hal paling utama terjadinya pengelolaan barang milik daerah
yang tidak efektif di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah lebih disebabkan karena
faktor komitmen pimpinan dan perhatian pimpinan terhadap pengelolaan barang
milik daerah masih kurang, kualitas SDM yang dimiliki masih rendah/kurang
terampil, kesejahteraan pengurus barang dan para pengelola barang yang masih
rendah, dan sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya didukung dalam rangka

pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan atas evaluasi keefektifan pengelolaan barang milik
daerah dan keefektifan strategi pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah

Kabupaten Aceh Tengah diatas, maka disarankan:

1. Dalam rangka mewujudkan/menciptakan pengelolaan barang milik daerah yang
efektif, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah agar lebih memperhatikan
pelaksanaan pengelolaan barang milik terutama dari aspek inventarisasi aset,
legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset dan pengembangan SIMA (Sistem
Informast Manajemen Aset). Karena hanya lima tahapan langkah tersebut yang
menjadi pokok atau ukuran dari pengelolaan aset yang baik. Semakin baik lima
tahapan langkah tersebut, maka semakin baik atau efektif pengelolaan barang
milik daerah.

2. Dalam rangka mewujudkan/menciptakan strategi pengelolaan barang milik
daerah yang efektif, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam perumusan
atau perencanaan strategi agar dapat melibatkan manajer level menengah
hingga manajer level bawah yang terlibat dalam pengelolaan barang milik
daerah. Adanya masukkan dari manajer level menengah hingga manajer level
bawah akan menyempurnakan strategi pengelolaan barang milik daerah melalui
pelaksanaan kegaitan atau program-program menjadi lebih efektif dalam

pencapaian tujuannya.
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3. Dalam rangka mewujudkan/menciptakan pengelolaan barang milik daerah yang
efektif, efisien, transparans dan akuntabel atau sesuai dengan prinsip-prinsip
good governace, dan juga dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dan peningkatan penerimaan daerah, serta menciptakan kebtjakan
publik yang efektif, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah perlu
mempertimbangkan pemanfaatan/penggunaan teknologi Big Data baik untuk
pengelolaan barang milik daerah maupun untuk bidang-bidang tertentu lainnya
seperti, manajemen keuangan baik belanja dan maupun pendapatan, kesehatan,
pendidikan, transportasi, bencana alam, dan lain sebagainya sesual dengan
kebutuhan pemerintah. Rencana pemanfaatan teknologi Big Data, dapat
dimulai dengan menginvestasi pada SDM untuk mempelajari teknologi Big
Data dan selanjutnya pada data, teknologi dan proses yang selanjutnya akan
memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para pengambil keputusan.
Penerapan teknologi Big Data diperlukan keseriusan dan komitmen oleh para
pengambil kebijakan di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sehingga rencana
tersebut perlu dituangkan dalam Rencana Pemerintah Jangka Menegah (RPJM)

maupun Rencana Pemerintah Jangka Panjang (RPJP) .
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Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Bagaimana keefektifan pengelolaan barang milik daerah dalam konteks

inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset dan

pengembangan SIMA pada Pemerintah Kabupaten Ageh Tengah?

1. Bagaimana pelaksanaan Inventarisasi Aset di Pemenntahan Kabupaten Aceh
Tengah?

2. Bagaimana pelaksanaan Legal Audit di Pemerintahan Kabupaten Aceh
Tengah?

3. Bagaimana pelaksanaan Penilaian Aset di Pemerintahan Kabupaten Aceh
Tengah?

4. Bagaimana pelaksanaan Optimalisasi/Pemanfaatan Aset di Pemerintahan
Kabupaten Aceh Tengah?

5. Bagaimana pelaksanaan Pengembangan SIMA di Pemerintahan Kabupaten
Aceh Tengah?

Bagaimana keefektifan strategi pengelolaan barang milik daerah pada

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017?

1. Bagaimana pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Sistem Laporan Aset di
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2017 lalu?

2. Bagaimana pelaksanaan Kegiatan Pendataan Barang Milik Daerah di
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2017 lalu?

3. Bagaimana pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Aset Pemda di Pemerintah
Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2017 lalu?

4, Bagaimana pelaksanaan Kegiatan Pelelangan Aset Pemda di Pemenntah
Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2017 lalu?

Pertanyaan penunjang bagi pengurus barang

1. Apa permasalahan atau kendala yang Bapak/Ibu hadapi sebagai Pengurus
Barang di SKPK Bapak/Ibu?

2. Bernkanlah pendapat dan saran Bapak/Ibu bagaimana seharusnya pengelolaan
barang milik daerah di SKPK Bapak/lhu?

138
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Lampiran 2 Transkrip Wawancara

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Informan 3
Alamat dan No. Hp. : Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah.
Tempat Wawancara : Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah

Tanggal Wawancara : 13 Maret 2018
Waktu Wawancara : Pukul 14:15 sd 14:393 WIB

Pewawancara . Fauzi MA
Fauzi : Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih atas kesempatan yang
diberikan.

Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dalam kesempatan ini.
Sebelumnya dapat saya jelaskan terlebih dahulu, bahwa judul Tesis
saya adalah Strategi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Jadi kalau menurut Buku
Manajemen Aset karangan Doli D. Siregar, dalam manajemen aset,
menurut Doli D. Siregar ada lima yaitu Pertama, Inventarisasi Aset;
Kedua, Legal Audit; Ketiga Penilaian; Keempat Optimalisasi Aset
atau dalam permendagri disebut Pemanfaatan Aset; dan Terakhir
adalah Pengedalian dan Pengawasan atau disebut juga Pengembangan
SIMA atau Sistem Informasi Manajemen Aset atau di kita ini disebut
SIMDA BMD.

Jadi menurut Abang, Inventarisasi di Pemenntah Kabupaten Aceh
Tengah, sejauh mana sudah dilaksanakan?

Informan 3 : Cerita dari awal. Awal tahun 2015, pertama kali kita melakukan
inventarisasi dengan menggunakan sistern dan data 2015 itu data yang
sudah audited. Jadi kita lakukan awal inventarisasi itu menggunakan
beberapa teori yang ada rcferensi di buku, Yang pertama, kita lakukan
pemisahan (red-penggolongan aset). Jadi tahun 2014, masih empat
kartu inventansasi, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan
Bangunan dan Jalan, Ingasi dan lainnya. 2015, sudah menjadi enam
KIB yaitu Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan,
Irgasi dan Janingan, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi dalam
Pengerjaan.

Jadi karna dulu kita belum pernah melakukan sensus, kita melakukan
inventarisasi dengan data yang ada. Data yang ada di SKPK kita susun
sesual dengan jenisnya. Setelah kita susun, baru kita masukkan
kedalam sistem.

Fauzi : Itu 2015, pertama kali?
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Informan 3 : Itu pertama kali, kita masukkan kedalam sistem secara terpisah-pisah.
Kemudian baru kita serahkan kepada SKPK untuk dilakukan
verifikasi. Verifikasi artinya, mana yang sudah rusak berat. Kalau
dulu masih semraut datanya, masih manual. Setelah kita melakukan
verifikasi baru kita masukkan kedalam sistem. Baru kemudian kita
mempunyai data dasar. Jadi dan data dasar itu baru kita benahi pelan-
pelan. Mana yang sudah rusak berat, yang mana masih ada, mana yang
tidak ada lagi, sampai sekarang.

Jadi untuk tahun 2018, pertama kali kita melakukan sensus untuk aset
tanah, gedung dan bangunan, dan jalan. Karna itu melckat semua,
ditanah itu ada tanah kosong, i tanah itu ada jalan, di tanah itu ada
gedung dan bangunan. Nanti hasil sensus itu kita kasih rekomendasi
kepada pimpinan.

Fauzi : Yang di 2015 itu, hasil sensusnya itu juga?

Informan 3 : ltu belum sensus. tu hanya inventarisasi, tujuan kita untuk
memisahkan aset dari empat KIB menjadi enam KIB.

Fauzi . Oh seperti, dari hasil sensus itu tidak ada rekomendasi?

Informan 3 : Tidak ada. Karena hanya untuk pemisahan dan memperoleh neraca
akrual dan alhamdulillah temyata 2015 kita dapat opini WTP dan
BPK. Karena bisa menyelesaikan pemecahan KIB, kemudian bisa
membuat proses akumulasi penyusutan pertama kali. Kemudian
menyajikan laporan neraca aset secara akrual. Jadi, tidak berhenti
disitu aja kita. Di 2016, kita mulai membenahi data-data identitas
kenderaan. Karena sudah ada data dasar kita tinggal lengkapi saja.
Kenderaan ini nomor rangkanya berapa, nomor mesinnya berapa. Itu
pun belum semua kita dapatkan. Kemudian di 2017 kemaren, kita
mulai melakukan penginputan sistem terkapitalisasi. Kalau dulu kita
tambah terus. Ada bangunan, ada rehab bangunan A, kita tambahkan
lagi. Padahal itemnya sama. Di 2017, baru kita mulai kapitalisasi.

Fauzi : berarti disitu mulai kapitalisasi yah?

Informan 3 : Iya disitu, kita mulai kapitalisasi. Di 2017, di 2016 belum. Jadi ada
barang yang sama, tempat yang sama, di lokasi yang sama, tercatat
beberapa kali di dalam kartu inventansasi kita. Karena dia ada rehab,
lanjutan, scharusnya dia dikapitalisasi ke induknya. Di 2018, kita
mulai seperti itu juga. Dan di 2018 im sekalian kita mulai sensus untuk
aset tanah, gedung, jalan dan irigasi, supaya data yang kita sajikan
didalam pengelolaan barang itu lebih aknrat. Sebenamya, saya dengar
informasi tapi belum lihat perbupnya yab, penetapan jalan kabupaten
itu di Kabupaten Aceh Tengah cuman 482 ruas jalan yang mempunyai
tanggungjawab kabupaten/kota. Tapi di dalam KIB kita tercatat 524.
Berarti ada yang dobel catat. Itu yang belum kita benahi. Termasuk
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irigasi, dengan informasi sewaktu saya konsultasi, itu yang menjadi
wewenang kita itu 83 ingasi, tapi di kita tercatat irigasi 100 lebih.
Berarti ada dobel irigasi atau penambahan mungkin. Kalau memang
ada penambahan kita rubah perbupnya.

Tapi kalau tahapan-tahapan itu, waktu saya tesis, tesisnya itu juga,
analisis pengelolaan aset daerah kabupaten aceh tengah. pakai analisis
faktor. Jadi saya ambil uji sampelnya 20 faktor yang dapat
mempengaruhi pengelolaan aset. Jadi dari 20 faktor itu yang paling
berpengaruh dalam pengelolaan aset itu 7 item. Yang pertama itu
Inventarisasi, itu data, kalau datanya salah tinggal kita perbaiki, kalau
kurang tinggal ditambah, kalau lebih tinggal dikurangi. Setelah
inventansasi, venfikasi, eh, sistem dulu. Verifikasi, kemudian
penilaian, setelah penilaian, revaluasi yaitu direvaluasi kembali
terhadap nilai-nilai yang tidak wajar.

Fauzi : Termasuk bagian dari penilaian?

Informan 3 : Termasuk dan bagian penilaian. Kemudian keenam, restrukturisasi
yaitu kita kembalikan dia kedalam nilai yang wajar.

Fauzi : Termasuk penilaian yah?

Informan 3 : Termasuk penilaian. Karena sudah kita tetapkan nilainya kita
revaluasi nilainya kedalam sistem. Setelah kita revaluasi kita
strukturisasi nilainya. Mana yang kita kapitalisasi kita gabungkan.
Kadang-kadang ada enipat aset, jenisnya sama, lokasinya sama kita
gabungkan.

Kemudian yang ketujuh, SDM. Itu yang mempengaruhi. Sebenamya
SDM itu dalam urutan survei yang kedua dia. Setelah sistem, SDM.
Karena kalau tidak didukung dengan SDM ya sama saja. Tidak
mampu kita menyajikan laporan sesuai harapan dan sesuai aturan
yang ada.

Fauzi : Terus yang kedua Bang, masalah legal audit menyangkut tentang
status dar asct. Jadi setelah kita inventarisasi, kita ada rekomendasi,
jadi ada beberapa aset itu, misalnya tanah, ada tanah yang
bersengketa, atau tanah statusnya belum kita tetapkan atau belum ada
sertifikatnya atau kenderaan yang belum ada surat kepemilikannya.
Itu yang dimaksud dengan legal audit tadi. Nah di kita ini sejauh mana
sudah kita buat yang menjadi bahan pekerjaan kita.

Informan 3 : Baik, yang pertama, itu masuk dalam kategon venfikasi.
Memperbaiki data yang sudah ada. Jadi untuk regulasinya kita sudah
terbitkan Peraturan Bupati Acch Tengah Nomor 91 Tahun 2017
tentang standar dan tata cara penggunaan kenderaan dinas. Jadi dalam
peraturan ini sudah kita tetapkan tata cara penggunaan kenderaan
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dinas. Sebelum kenderaan dinas itu digunakan oleh pengguna dia
harus ditetapkan dengan keputusan kepala SKPK selaku penguasa
pengguna barang yang namanya keputusan SPPKD yaitu Surat
Penunjukan Pemakai Kenderaan. Jadi seluruh SKPK harus
menerbitkan SPPKD sebelum kenderaan itu dimanfaatkan oleh
pengguna. Ini peraturan 2017, karena kita melakukan verifikasi itu
bertahap. Itu khusus kenderaan. Kalau mengenai Tanah, Tanah yang
kita kelola disini yang kita lakukan pengamanan adalah tanah yang
sudah dimanfaatkan pemanfaatan, penggunaannya, dan sudah tidak
bersengketa lagi. Karena sesuai dengan surat Menten Agraria Nomor
1046341/111/2017, bahwasanya wewenang kantor pertanahan
kabupaten/kota itu, salah satunya yaitu menyelesaikan sengketa tanah
garapan.

Fauzi : Dinas Pertanahan?

Informan 3 : Dinas Pertanahan. Jadi kita tidak bisa tarik tupoksi mereka. Jadi
masalah sengketa tanah itu diselesaikan oleh dinas pertanahan. Sudah
diselesaikan oleh mereka dan terbit sertifikat tercatat dan kemudian
kita catat pada buku inventans kita, baru kita lakukan pengamanan
secara pamflet, atau pemagaran atau dimanfaatkan sesuai dengan yang
ditetapkan oleh Bupati.

Fauzi : Jadi, sudah dari tahun 2017, tanah yang belum bersertifikat
pengurusannya oleh mereka?

Informan 3 : Dinas Pertanahan.
Fauzi : Kira-kira berapa persen lagi tanah yang belum bersertifikat?

Informan 3 : Sesuai dengan data yang ada di KIB... (sedang mencari buku). Jumnlah
tanah kita disini, 582 persil. Jadi ini sesuai dengan keadaan Audited
Tahun 2016. Sesuai dengan data sertifikat yang ada, cuman ada 243
sertifikat. Jadi sekitar 40% (Red-41,7%) lagi yang belum ada, kurang
lebih segitulah. Dan hal itu, data-data yang belum ada sertifikat sudah
kita sampaikan ke Dinas Pertanahan untuk menindaklanjuti
pencrtiban sertifikatnya.

Fauzi . Kalau untuk kenderaan belum semua juga?

Informan 3 : Belum semua, untuk kenderaan mungkin untuk tahun ini terbitnya
baru Desember. Perbub ini baru terbitnya.

Fauzi : Contohnya, kenderaan seperti di BPM, belum semua ada buku
kepemilikannya, dan masih di Provinsi belum kita ambil.

Informan 3 : Secara pencatatan, kenderaan-kenderaan yang hibah dari provinst
sudah kita catat di buku inventaris barang, namun dokumen
kepemilikannya belum diserahkan kepada kita. Alasannya belum
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diterbitkan SK dari Gubemnur. Secara fisik sudah kita kuasai tetapi
secara dokumennya belum diserahkan.

Fauzi : Terkait dengan penilaian bagaimana?

Informan 3 : Kalau penilaian aturannya baru. Baru ada pada Permendagri 19 Tahun
2016. Dan Permendagn itu harus diterapkan paling lambat setahun
setelah  diterbitkan. Jadi sebelum-sebelumnya kita masih
menggunakan penilaian tim internal. Penilai internal itu ditetapkan
oleh bupati. Tetapi kedepan untuk penilaian yang tidak krusial, itu kita
dilakukan penilaian oleh tim internal yang sudah bersertifikasi. Tetapi
unutuk penilaian aset yang khusus, seperti Tanah, Bangunan, kita
melakukan kerjasama dengan KPKNL atau KJPP,

Fauzi : Kira-kira seberapa penting penilai itu, karena tidak semua daerah
memiliki penilai?

Informan 3 : Penilai itu, kalau kita lihat didalam pengelolaan aset, itu sangat
penting. Pertama, Nilai itu ada beberapa nilai yang dibutuhkan,
pertama ada nilai wajar, nilai wajar itu bisa dimanfaatkan untuk
pencatatan atau revaluasi nilai, kemudian untuk transaksi jual beli dan
untuk nilai perolehan awal. Kemudian yang kedua ada namanya nilai
pasar. Nilal pasar sama juga dengan nilai wajar. Nilai pasar ini
merupakan nilai transaksi. Nilai transaksi yang berlaku di pasaran.
Jika kita ingin menjual atau pelelangan aset daerah itu menggunakan
nilai pasar. Saya lihat Penilai di kabupaten/kota sangat dibutuhkan.
Jadi perlu suatu wadah atau regulasi yang dapat menguraikan tupoksi
penilai. Termasuk untuk pembebasan tanah, untuk penjualan, untuk
perolehan awal, atau penetapan nilai wajar.

Fauzi : untuk penilai pemerintah belum ada diatur?

Informan 3 : Belum. Di permendagri itu baru mulai digarap, yang ada sekarang di
permenpan tentang pengangkatan tenaga fungsional. Tapi dan
menteri keuangannya belum keluar.

Fauzi : Terus yang keempat yaitu optimalisasi aset atau pemanfaatan aset. Di
Permendagn itu ada empat yaitu, pinjam pakai, sewa, bangun serah
guna {BSG) atau bangun guna serah (BGS), dan Kerja Sama
Penyediaan Infrastruktur (KSPI). Kalau di kita ini yang sudah kita
lakukan yang apa?

Informan 3 : Kalau dt kita ini, yang saya lihat-lihat yang sudah berjalan, yaitu sewa
dan pinjam pakai. Kalau bangun serah guna atau bangun guna serah
belum ada, karena mungkin karena keterbatasan lahan kita dan
keternatasan tim. Rencana untuk proses pemanfaatan aset itu,
pemerintah daerah harus memiliki tim yang seracar teknis membahas
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tentang pemanfaatan aset daerah yang produktif. Seharusnya daerah
perlu seperti itu.

Fauzi : Terus yang terakhir itu yang kelima, yaitu SIMA (Sistem Informasi
Manajemen Aset) kalau dikita ada SIMDA BMD. Kalau di Buku itu,
dikaitkan dengan pengendalian dan pengawasan, artinya SIMDA itu
dapat melakukan pengendalian dan pengawasan untuk aset-aset, jadi
sejauh mana SIMDA BMD ini udah berjalan disini.

Informan 3 : Seperti saya cerita diawal tadi, SIMDA BMD ini mulai kita gunakan
tahun 2015. Jadi masih banyak kelemahan-kelemahan ketika pertama
kali kita pakai. Kami pertama kali pakai yaitu SIMDA BMD 1.06 dan
sekarang sudah SIMDA versi 2.079. Jadi mereka, pthak BPKP selaku
penyedia sistern selalu melakukan update kekurangan-kekurangan.
Tetapi selama ini yang kami lihat fasilitas yang ada dalam sistem itu
sangat membantu. Sangat membantu pemerintah, karena banyak
sistem-sistem informasi yang dapat memudahkan pengguna, kita
selaku pemerintah kabupaten aceh tengah pengguna SIMDA BMD,
untuk menampilkan beberapa data atau beberapa tampilan, yang
dibutuhkan untuk pengawasan. Seperti rekap mutasi, ada rekapnya,
ada uraiannya, kemudia rekap pengadaan tahun berjalan, kemudian
neraca. Neraca ada dua neraca aset dan neraca akuntansi. Kemudian
tampilan per jenis item atau perjenis rekening, bisa kita tampilkan.
Sejauh ini memang kalau kita lihat itu SIMDA BMD dari BPKP sudah
cukup memadai untuk menampilkan beberapa informasi terkait
dengan sistem informasi pelaporan pengelolaan barang milik daerah.

Fauzi : Terus yang terakhir, dar cerita-cerita tadi, ada permasalah yang perlu
kita targetkan untuk diselesaikan. Kira-kira apa strateginya atau upaya
vang efektif bisa meningkatkan pengelolaan BMD?

Informan 3 : Selama saya disini, pernah saya sampaikan kepada pimpinan. Pertama
kali yang perlu kita terapkan dalam pengelolaan barang milik daerah
ini adalah komitmen dari pimpinan tertinggi sampai dengan
pengguna. Kalau sudah komitmen kalau sudah benar, maka bisa kita
benahi. Karena kalau saya lihat darn regulasi yang ada dari
pengelolaan aset ini sudah sangat... (Red sudah sangat mendukung).
Setelah komitmen pimpinan, SDM. Seharusnya dan selayaknya SDM-
SDM yang ditempatkan di SKPK-SKPK selaku penguasa barang
memiliki kemampuan dalam menggunakan IT, tidak Gaptek. Karena
zaman kita sekarang ini zaman IT. Menggunakan komputer saja tidak
bisa apalagi menggunakan sistem.

Kemudian yang ketiga itu, kesejahteraan. Karena Pengguna Barang
baik itu di SKPK, itu mercka mempunyal tanggung jawab yang tinggi.
Baik tanggung jawab dalam penyusunan LKPD, tanggung jawab
dalam inventarisasi barang milik daerah, tanggungjawab dalam
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pengamanan barang milik daerah, dan tanggung jawab dengan Audit.
Jadi kalau mereka saja tidak sejahterah, bagaimana mereka mau
meningkatkan kapasitas, kinerja.

Kemudian yang keempat itu Fasilitas. Fasilitas di SKPK im kadang-
kadang untuk pengurus barang komputer saja tidak ada. Dimana
mereka mau bekerja. Fasilitis termasuk Roda Dua lah, untuk
melakukan koordinasi atau peninjauan barang. Komputer atau laptop,
printer dan prasarana lainnya. Itu yang perlu didukung untuk
meningkatkan kapasitas pengurus barang dalam pengelolaan barang
milik daerah.

Komitmen, SDM, Kesejahteraan dan kemudian sarana prasarana.
Fauzi : Ok, Terima kasih atas waktu wawancara yang diberikan.

Informan 3 : sama-sama.
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Informan 2

Alamat dan No. Hp. : Badan Pengelolaan Kevangan Kabupaten Aceh Tengah.
Tempat Wawancara : Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah
Tanggal Wawancara : 28 Maret 2018

Waktu Wawancara : Pukul 11:10sd 11:12 WIB

Pewawancara : Fauzi MA

Informan 2 :

Fauz

Informan 2 :

Fauzi

Informan 2 :

Fauzi

Informan 2 :

Fauzi

...... ini instruksi kementerian, untuk menertibkan BMD Dacrah
artinya banyak barang-barang yang belum terdata secara akurat, jadi
diperlukan validasi data. Validasi data ini dibutuhkan untuk
menentukan mana yang layak dan mana yang tidak layak. Hingga
penyusutan menentukan disini artinya kita harus mengkalisifikasikan
terlebih dahulu barang-barang yang masih layak digunakan dengan
mana barang-barang yang tidak layak digunakan. Hingga ini dapat
kita klasifikasikan mana yang perlu dijual ataupun di dum atau
dihapus. Sehingga kita dalam validasi data itu harus mempunyai aset-
aset tetap yang benar-benar dapat berfungsi.

: Jadi tahun 2018 ini, target kita untuk mevalidasi data itu pak yah?

Iya, betul. Kita sudah anggarkan itu. Artinya itu untuk memvalidasi
data.

: Dann tahun ke tahun kita mendapatkan WTP, artinya secara

pengelolaan BMD sudah bagus, hanya perlu kita tingkatkan. ..

Iya, betul-betul itu.

- Kira-kira bagaimana strategi dari Badan Pengelolaan Keuangan untuk

meningkatkan pengelolaan BMD kedepan Pak?

Kita selalu memprioritaskan anggaran untuk kegiatan BMD 1ini,
artinya apabila ada aset yang bermasalah, maka harus kita
tindaklanjuti segera. Ini upaya untuk 1ni. Jadi kita mampu
mempertahankan, kalau ini sebagai salah satu syarat WTP, ya itu tetap
maksimal, standar itu..

: Baik Pak, tenima kasih atas waktu dan kesempatan yang dibenikan.

Terima Kasih.
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Nama Narasumber : Informan 2)

Alamat dan No. Hp. : Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah.
Tempat Wawancara : Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah
Tanggal Wawancara : 22 Mei 2018

Waktu Wawancara : Pukul 11:10sd 11:12 WIB

Kenapa harus diadakan kegiatan seperti ini. Karena semakin banyak
kegiatan yang maka semakin banyak juga perlanggungjawaan yang
harus kita buktikan. Baru-baru ini, kita dikunjungi oleh BPK dalam
rangka intern terlebih dahulu 30 hari dan kemudian dilanjutkan
dengan 60 hari, artinya adalah suatu kriteria bahwa aset menjadi salah
satu syarat untuk mendapatkan penilaian opini, jadi tuntutan inilah
yang kita laksanakan hari ini dan BPK merekomendasikan kepada kita
bahwa untuk pengelola aset daerah itu harus menertibkan untuk 2019,
makanya ini dibagi menjadi dua tahap. ..

Untuk tahun-tahun sebelumnya untuk penertiban jalan dan irigasi itu
belum included artinya kita masih mengabaikan, nah ini menjadi suatu
temuan dari BPK, ini pun aset negara .... dan ada dua sisi disini
apabila tidak terdaftar di aset ini seharusnya kita menghibahkan ....,
ternyata BAST dari hibah pun belum pernah kita inikan....

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



g

TRANSKRIP HASIE WAWANCARA

Nama Narasumber : Informan 3

Alamat dan No. Hp. : Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah.
Tempat Wawancara : Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah
Tanggal Wawancara : 6 Juni 2018

Waktu Wawancara : Pukul 13:59 sd 14:21 WIB

Pewawancara . Fauzi MA

Fauzi : Di 2017, itu apa yang menjadi tujuan kita yang harus kita selesaikan?

Informan 3 : 2017 , Kita fokus untuk kapitalisast asct. Jadi pada dasarnya, 2016
juga sudah kapitalisasi namun belum sepenuhnya, dan 2017 kita fokus
pada kapitalisasi aset yattu aset-aset yang tahun perolchannya setelah
akrual itu kita kapitalisasi semua dalam arii kata tidak lagi aset yang
pencatatan ganda dari tahun 2015.

Fauzi : Itu waktu penginputannya kita lakukan perbaiki bukan data yang
sudah ada.

Informan 3 : Data yang ada kita perbaiki. Jadi gini dia, kita perbaiki misainya,
induknya dibangun tahun 2000, temmyata di tahun 2017 ada
kapitalisasi, itu langsung kita masukkan ke induknya tidak kita
buatkan item yang baru.

Fauzi : Tapi itu tidak banyak kita perbaiki di tahun 2017?

Informan 3 : Khusus yang tahun perolehan setelah akrual tahun 2015 keatas. Tahun
2014 kebawah itu belum kita lakukan,

Fauzi : yang inventarisasi ini, termasuk itu juga data yang dikapitalisasi itu
juga kita perbaiki.

Informan 3 : iya, itu juga kita perbaiki.

Fauzi : Tapi it belum selesaikan?

Informan 3 : Yang tahun ini, yang audited kemaren? [tu sudah kapitalisasi.

Fauzi » itu pas inputnyakan? Data-data sebelumnya belum kita perbaikikan?

Informan 3 : pas inputnya. Data-data sebelumnya tidak kita perbaiki, karena kita
tidak mempunyai data dasarnya. Mungkin kita perbaiki setelah
inventarisasi kita sesuaikan. Intinya kita tidak membentuk barang
baru. Artinya barang itu sudah ada, kita masukkan ke induknya.
Bukan menjadi item baru.

Fauzi : Itu yang di Bappeda itu ada Renja (Renstra), selama kepemimpinan
Pak Nas selama lima tahun, dari 2012 s.d. 2017, maksudnya kita di
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aset ini apa ada kita kasih ide atau apa yang perlu dilakukan untuk
mengikuti renja itu maksudnya?

Informan 3 : Ini blak-blakan aja yah, ini riilnya, ndak cari muka, riilnya. Di dalam
penyusunan renja, penyusunan anggaran, penyusunan LKIP, habis tu
RPJM, kita Aset tidak pernah diikutaertakan. Seharusnya, didalam
regulasi yang ada, itu aset harus diikutsertakan dalam penyusunan
rencana kerja, RPJM, RPJP, bahkan dalam penyusunan anggaran,
ditkutsertakan, kita masuk kedalam TAPD. Tapi tidak pemah
diikutsertakan. Gimana kita tahu, gimana kita mau kasih masukkan
terhadap regulasi-regulasi strategis seperti itu.

Fauzi : Kita di aset ini, misalnya bupati baru terpilih ingin membenahi
PDAM, kemudian setelah ada pikiran ingin dibenahi, maka ada
anggaran dan segala macam. Maksudnya, aset ini dianggap ada hal
permasalah perlu diperbaiki sehingga, misalnya “kepemimpinan saya
ini saya akan menertibkan ini di 2017 kemaren?”

Informan 3 : Masalah aset ini kalau didalam rencana-rencana strategis
kepemimpinan kayak renja penysusunan rencana kerja, secara khusus
tidak ada. Penekanan itu harus dibenahi ini, tetapi secara umum seperti
penertiban atau penataan pasar tradisional itu jatuhnya ke dinas
perindustnian, nggak ke kita. Secara khusus membenahi penertiban
tentang kenderaan itu ndak ada.

Fauzi : Jadi selama ini hanya mengikuti temuan BPK aja
Informan 3 : Temua BPK aja.
Fauzi : kita ikuti rekomendasinya?

Informan 3 : kalau rencana strategis khusus tentang pengelolaan barang milik
daerah itu ndak pernah ada. Pemimpin tidak pernah ada membuat
rencana strategis tentang pengelolaan atau pembenahan barang milik
daerah. Kenapa tidak pemnah, perasaanku, kama setiap ada
penyusunan-penyusunan seperti itu? Aset tidak pernah ikut. Ndak
pernah diajak ikut. Jadi ndak pernah ada masukkan. Aset kira-kira
rencana strategisnya kedepan mau diapain aset ini. Nggak pernaha ada
masukkan.

Fauzi : Tapi diaturan itu harus ditkutkan, permendagn 19?
Informan 3 : Permendagri 19, harus diikutkan.
Fauzi + Jadi tim TAPD?

Informan 3 : TAPD. Jadi ketika ada permasalah di forum itu, kita bisa kasih
masukkan, ini aset apa permasalahnnya? Kira-kira rencana strategis
lima tahun kedepan untuk pembenahan aset itu apa? Kan, kita kasih
masukkan. Makanya di renja penyusunan regulasi strategis pimpinan,

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



e

nggak pernah ada khusus signifikan tentang pengelolaan barang milik
daerah. Hanya secara umum, jadi penertiban pengelolaan pasar,
perindustrian, pos parkir perhubungan.

Fauzi : Jadi, rencana itu daiam bentuk anggaran, kemudian anggaran dalam
bentuk kegiatan, Nah dan kegiatan kita dari 2017 atau dari 2013, sejak
abg, jadi kabid aset?

Informan 3 : 2015

Fauzi : 2015 yah, jadi sejak 2015 itu, kebijakan untuk anggaran itu gimana
bg? Maksudnya, ini anggaran, kalian kegiatan ini, kerjakan ini?
Maksudnya sifatnya tidak strategis atau anggaran itu untuk rutinitas
atau apa?

Informan 3 : Ini ngomongnya blak-blakan, riil yah. Ngomong riil yah, karena untuk
kepentingan akademisi. Jadi anggaran, sewaktu di dispenda, di aset
masih di dinas pendapatan. Kita ada beberapa anggaran yang kita usul
yang, mungkin jika anggaran itu dipenuhi kita mampu untuk
membenaht perbaikan aset lebih dini. Ternyata sistem penetapan
anggaran di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, secara umum
kadang, itu dinas pendapatan itu di jatah. Misalnya dinas pendapatan
itu dapat 1 milyar. Satu milyar dibagi berapa bidang. Bidang aset
dapatnya cuman 100 jt. Bidang ini... 100 jt ya kita manfaatkan
seoptimal mungkin untuk pengelolaan barang, termasuk itu untuk
honor pengurus barang termasuk penertiban. Begitulah sistem
pembagian anggaran yang diterapkan di dispenda dulu. Bagaimana
mau efisien pengelolaan barang. Sedangkan anggaran dibatasi.

Fauzi : Jadi setiap tahun itu, kegiatannya itu-itu aja. Maksudnya sama.

Informan 3 : kegiatan yang rutin itu, pelaporan. Kemudian standar satuan harga
barang. Itu yang rutin. Dulu kegiatan cuman dua disitu. Jadi waktu
aku masuk kesitu, kutambahkan lagi, ada pelelangan/penjualan

Fauzi : 2017 yah

Informan 3 : 2016 juga ada. Penjualan dengan.... satu lagi apa kegiatannya.....dua
kegiatan waktu aku distitu kutambah. Yang dulu kegiatannya cuman
pelaporan dengan standar, habis tu ku tambah kegiatan penjualan
dengan.... asistensi/pendampingan.

Fauzi : untuk simda yah....
Informan 3 : untuk simda. Karna pertama kali kita terapkan aplikasi simda itu 2015.

Fauzi : Jadi ketika ada, apa peluang atau yang harus diselesaikan
permasalahnnya kita selesaikan dalam bentuk anggaran tadi yah.

Informan 3 : dalam bentuk anggaran..
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Fauzi : Berarti termasuk salah satunya, simda itu kita susun anggaran untuk
sistem laporan aset untuk pelatihan simda tadi?

Informan 3 : kalau sistem penyusunan itu ndak ada kaitannya dengan aplikasi
simda. Karena, pelaporan itu terkait dengan honor petugas penyusun
laporan. Itu kan honor pengurus barang semua. Besarnya anggaran
pelaporan 1tu di honor pengurus barang Honor pengurus barang
seluruh SKPK. Sedangkan asistensi ini fokusnya untuk penerapan
aplikasi SIMDA BMD BPKP, waktu pertama kali kita terapkan.
Karena sebelum-sebelumnya kita ndak pakai aplikasi. Jadi pakai
excel. Sehingga kita terkendala dengan SDM, karena SDM pengurus
barang itu terus berganti-ganti. Jadi seharusnya setiap tahun, setiap
awal tahun sebelum mulai penginputan, pengurus barang kita latih
dulu. Kita latih, kita kasih sosialisasi, kita dampingin, sistem
penginputan, sistem penggunaan aplikasi.

Fauzi  Kalau di 2017 itu, seperti perubahan SOTK, itu salah satu? Jadi
strategi kita atau cara kita untuk perubahan SOTK, dalam bentuk
kegiatan pendataan? Mungkin ada permasalah lain atau tujuan yang
ingin kita capai d1 2017.

Informan 3 : di 2017, sebenamya yang ingin kita capai yaitu penertiban atas aset-
aset yang tidak efektif.

Fauzi : yang dilelang kemaren yah?

Informan 3 : yang mau dihapus. Cuman itu nggak tercapai, terkendala pada
KPKNL, proses penilaian sama proses verifikasi. Itu ndak tercapai.
Kalau yang lain, yang dua itu tercapai. ltu ndak tercapai satu, artinya
penghapusan atas aset-aset yang tidak efektif lagi. Mungkin tahun
inilah kita perbaiki dan tercapai. Karena tahun lalu kita masih
tergantung sama KPKNL, kalau sekarang sudah keluar permendagn
tentang penilaian....permendagri......

Fauzi : Permendagri 21
Informan 3 : tentang penilaian barang milik daerah.

Fauzi . kadang dari pengurus barang kadang sulit untuk data belanja modal
itu, dari PPTK misalnya. Itu yang diakui darn beberapa pengurus
barang. Karena sulitnya untuk mendapat data dann PPTK. Contohnya,
mungkin kontraknya atau apa gitu, nah itu sebcnarnya ada. .. dianggap
masalah tidak, sehingga perlu kita carikan solusi.

Informan 3 : Terkait itu, sebenamya, kita sudah coba kasih masukkan. Masukkan
untuk pengurus barang maupun ke pimpinan. Kita berharap pengurus
barang itu lebih dicfektifkanlah dalam proses pengadaan di SKPK.
Artinya, setidaknya setiap ada pengadaan belanja modal yang dapat
dicatat sebagai aset, itu ada venifikasi atau disposisi dari pengurus
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barang bahwasanya, itu barang sudah dicatat sebagai aset baru bisa
ditindaklanjut. Ternyata mungkin ya, ke komitmen pimpinan mungkin
ada hal-hal yang lain sehingga sampai sekarang belum bisa
diefektifkan.

Fauzi : Kalau kita buat dalam bentuk aturan bg?

Informan 3 : Mungkin itu salah satunya. Tapi aturan yang kita keluarkan harus ada
regulasi diatasnya, sedangkan di regulasi diatas. ... Saya belum pernah
baca ada regulasi atas yang menekankan ada verifikasi. Apalagi
mungkin itu bertentangan dengan peraturan bupati tentang standar
laporan pertanggungjawaban perbendaharaan. Scharusnya kalau
memang mau kita terapkan, di laporan pertanggungjawaban
perbendaharaan itu kita masukkan. Misalnya seperti LS, harus ada,
ini-ini atau apa dari pengurus barang atau dari bidang aset.

Fauzi : Tapi, pengurus barang sudah teken dari BAST itu. Dianggap sudah
cukup, apa harus ada itu lagi maksudnya?

Informan 3 : Nggak semua pengurus barang ada neken di berita acara serah terima.
Nggak semua dinas. Sebahagian hanya PPTK, PPTK serah terima
sama rekanan. Kemudian serah tenma rekanan ke pengguna.
Pengguna itu siapa, seperti pihak ketiga atau siapa... Jadi Pengurus
Barang itu nggak tahu apa-apa. Nggak semuanya, tapi mungkin ada
beberapa pengurus barang yang udah paham mengenai itu dia
bersikeras harus melalui pengurus barang. Mungkin semacam si
Anwar, karena peliimpahan dia kan.

Fauzi : Kalau untuk ini bg, pengamanan aset yang menjadi tujuan Kkita
kedepan itu apa?

Informan 3 : kalau pengamanan aset yang pertama, regulasinya dulu, juknisnya
pengamanan. Banyak yang diamankan termasuk peralatan dan mesin.
Gedung dan bangunan kan beda mekanisme pengamanannya. Pertama
regulasinya, yang baru pertama Kkita tertibkan regulasi terkait
pengamanan dengan penggunaan kenderaan dinas. Udah keluar
regulasinya, kemudian udah kita edarkan cuman belum kita
sosialisasikan ke pengurus barang dan kita harapkan kedepan pertama
kita tertibkan nomor polisinya dulu. Nomor polisi SKPK agar sinkron.
Kemudian setelah kita tertibkan nomor polisi, SKPK harus membuat
surat keputusan penetapan pengguna barang. Dasar penertiban
pengguna barang itu baru dibuat berita acara serah terima ke
pengguna. Itu mekanisme penertiban peralatan dan mesin. Mungkin
juga nanti berdampak kc yang lainnya, seperti juga ke mobileur,
laptop, komputer. Harus ada SK kepala SKPK tentang penetapan

pengguna barang.
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Untuk masalah gedung, pertama kita tertibkan tanahnya dulu,
tanahnya punya siapa ini? Punya kita atau bukan. Kalau punya kita
sudah ada sertifikat, kita inventarisasi ini tanah sudah ada sertifikat.
Kalau belum kita proseskan sertifikatnya dulu. Dan gedung, gedung
itu ada IMB-nya tidak? Kemudian gedung itu statusnya punya siapa?
Baru kemudian kita buatkan pamflet identitas, artinya “Tanah ini
Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sesuai Sertifikat
Nomor.....” kita pasang disetiap tanah-tanah milik pemda. Itu
mungkin salah satu upaya kita.

Fauzi . Baik, yang kita simpan disini pertama BPKB, kemudian sertifikat
tanah, selain dan situ yang menjadi bagian dari pengamanan, harus
memang disimpan oleh pengelola barang?

Informan 3 : BPKB, Sertifikat, cuman itu aja dokumen-dokumen, kalau ada IMB,
ya IMB aslinya, kemudian surat-surat perjanjian yang dianggap
sebagai dokumen negara, kayak jaminan bangun serah guna atau
bangun guna serah atau pemanfaatan, dokumen-dokumen seperti itu,
itu diamankan oleh pengelola barang.

Fauzi : Untuk pemanfaatan belum ada kita, baru ada pinjam pakai? Itu untuk
pinjam pakai, dari yang ada seberapa banyak?

Informan 3 : secara ritl-nya ada di SKPK. Jika pinjam pakai itu ada yang berbentuk
sewa. Pinjam pakai itu ada yang sewa dan juga ada yang tidak. Kalau
yang sewa contohnya kayak resi gudang, workshop, kemudian pasar-
pasar, ruko-ruko 1tu. Ada juga pinjam pakai yang tidak ada sewa,
contohnya kayak resi gudang, itu dimanfaatkan oleh pihak ketiga tapi
ndak sewa, termasuk café itu. Mungkin yang ada laporannya sama kita
baru itu yang lain adanya di SKPK.

Fauzi : Kalau mobil?

Informan 3 : Mobil ada juga yang pinjam pakai, seperti di instansi vertikal, seperti
kapolres, kodim, kejaksaan, hanya acara berita pinjam pakai aja.

Fauzi : Tapi secara keseluruhan ndak banyak, untuk kita pinjam pakai?

Informan 3 : Yang ada datanya sama kita yang di kodim ada, yang dipolres ada, di
kejaksaan ada, kemudian KIP, kan vertikal itu yang vertikal cuman itu
aja, lima aja, itu untuk kenderaan. Kalau gedung yang setahu saya
cuman dua yang pinjam pakai tanpa ada sewa. Tapi kalau pinjam
pakai yang pakai sewa itu banyak.
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Informan 1

Alamat dan No. Hp. : Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah.
Tempat Wawancara : Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah
Tanggal Wawancara : 6 Juni 2018

Waktu Wawancara : Pukul 14:16sd 14:36 WIB

Pewawancara . Fauzi MA

Fauzi MA : Bagaimana dengan tata cara sistem penyusunan laporan
aset?

Nafisah Elviana : Pengurus barang melakukan penginputan data belanja

modal setiap semester atau enam bulan sekali.
Fauzi MA : Ada permasalahan dalam penyusunan laporan aset?

Nafisah Elviana : Ada, ada beberapa SKPK yang tidak melaporkan sampai
dengan batas waktu yang telah ditentukan. Pengurus
Barang juga terkadang sulit untuk mendapatkan catatan
belanja modal yang dan PPTK. Kita juga sulit untuk
melakukan penginputan sesuai dengan jadwal yang ada
harus menunggu terlebih dahulu penginputan SP2D dari
Bidang Akuntansi. Penginputan juga tidak disertai dengan
dokumen yang lengkap, sehingga sulit untuk mengetahui
jenis atau spesifikasi barang. Selain itu juga ada permasalah
atas aset-aset atau belanja modal dari dan BOK dan dana
BOS sckolah-sekolah, dimana penginputannya dilakukan
diakhir tahun.

Secara umumnya itu permasalahannya, namun batas waktu
kita melakukan pelaporan aset tidak pernah terlambat.

Fauzi : Tetapi bukannya sistem pelaporan aset 1ni sudah rutin setiap
tahunnya, kenapa ada kendala, seharusnya kendala tersebut
dapat teratasi.

Informan 1 : Terkadang pengurus barang itu berganti-ganti setiap
tahunnya, jadi perlu belajar lagi.

Fauzi : apakah tidak ada diklat atau semacam pelatthan untuk
pengurus harang?

Informan 1 : tidak ada, hanya pelatihan diberikan saat penginputan saja.

Fauzi : komponen apa saja yang ada pada kegiatan penyusunan
laporan aset?
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Informan 1 : penyusunan laporan aset itu tujuan yang paling utamanya
adalah pencatatan belanja modal dari SKPK-SKPK,
kemudian dilakukan pencetakan KIB dan juga buku induk
inventaris. Jadi komponeh vang terlibat hanya belanja
pegawai yaitu dalam bentuk honor untuk pengurus barang
dan belanja barang dan jasa untuk keperluan penyelesaian
laporan aset tersebut.

Fauzi : Selain sistem penyusunan laporan aset, ada juga kegiatan
pendataan yang kita lakukan khusus pendataan perpindahan
aset-aset akibat perubahan SOTK. Bisa dijelaskan kegiatan
pendataan itu seperti apa dan apa tujuannya?

Informan 1 : Tujuan kegiatan pendataan itu sebenarnya hanya
dikhususkan untuk pendataan perpindahan aset-aset dari
satu SKPK ke SKPK lainnya. Ada SKPK yang pecah
menjadi dua, ada SKPK yang melebur ke SKPK lain, ada
juga SKPK yang baru ada. Pcrpindahan aset-aset tersebut
sebenamya sangatlah rumit, kita ndak tahu sebenarmya
mana saja dari barang-barang tersebut berpindah, apalagi
peralatan dan mesin yang kecil-kecil, belum lagi barang
yang kemungkinan ndak ada lag).

Fauzi : Apa saja komponen biaya yang paling besar dan kegiatan
pendataan tersebut?

Informan | . yang paling besar komponen honor tim dan belanja cetak
dan perjalanan dinas. Hal tersebut terjadi karena banyaknya
tim yang terlibat dan perjalanan dinas ke luar daerah dalam
rangka koordinasi pasca pemeriksaan BPK dan penyerahan

opini.
Fauzi : apa hasil dari kegiatan tersebut?
Informan 1 : Hasil dari kegiatan tersebut, berupa laporan mutasi dari

'SKPK A ke SKPK lainnya, dan laporan tersebut harus
dilaporkan dalam catatan laporan keuangan.
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TRANSKRIP HASIL. WAWANCARA

Nama Narasumber : Informan 5
- Alamat dan No. Hp. : Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah.
- Tempat Wawancara : Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah
Tanggal Wawancara : 7 Juni 2018
Waktu Wawancara : Pukul 13:30sd 13:40 WIB

Pewawancara : Fauzi MA
Fauzi : Apa tujuan dari kegiatan dan pengamanan aset?
Informan 5 : Kegiatan pengamanan aset sesuai dengan permendagri 19

Tahun 2016 yaitu dengan melakukan pengamanan fisik,
administrasi dan hukum. Kalau pengamanan fisik misalnya
untuk tanah dan bangunan dengan cara memasang pagar
dan tanda kepemilikan tanah/gedung dan untuk kenderaan
dengan cara membuat BAST kenderaan, selain dari itu
dengan cara penyimpanan barang secara baik beserta
dengan dokumen pendukungnya.

Untuk pengamanan secaca administrasi yaitu dengan cara
penyimpanan atau penataushaan dokumen2 yang terkait
dengan barang milik daerah tersebut. Untuk pengamanan
hukum terkait dengan pengamanan jika barang milik daerah
tersebut milik pemerintah daerah namun belum dilengkapi
dengan dokumen-dokumen pemilikan yang kuat, seperti
tanah yang beluin bersertifikat, kita sertifikatkan dulu, atau
kendecraan yang beluin memiliki BPKB atau masalah-
masalah lainnya yang terkait dengan legalitas.

Fauzi :apa yang sudah dilaksanakan oleh bidang aset dalain
pelaksanaan kegiatan pengamanan ini.

Informan 5 : kita lakukan pengadaan dan pemasangan pamflet atau tanda
kepemilikan tanah dan juga kita melakukan sewa gedung
untuk pengamanan barang-barang yang tidak memiliki
manfaat ekonomis lagi.

Fauzi : dokumen-dokumen apa saja yang disimpan di Bidang Aset?

Informan 5 : dokumen yang harus kita simpan yaitu berupa sertifikat
tanah/akte tanah dan BPKB kenderaan yang kita simpan
dalam brankas.

Fauzi : apakah masih ada tanah yang bermasalah atan tidak
memiliki sertifikat dan kenderaan yang belum memilik:
BPKB.
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Informan 5 : ada tanah yang bermasalah atau masih sengketa atau tanah-
tanah yang belum memiliki sertifikat, namun itu sudah jadi
tanggungjawab dinas pertanahan untuk penyelesaiannya.
Sedangkan untuk BPKB kenderaan, ada beberapa dinas
yang pada tahun sebelumnya sudah dilakukan pengadaan
namun belum diserahkan BPKBnya sama kita dan ada juga
BPKB yang masih di provinsi, kenderaannya sudah
diserahkan kepada kita tapi proses hibahnya belum
dilaksanakan.
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Nama Narasumber : Informan 4

Alamat dan No. Hp. : Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah.
Tempat Wawancara : Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah
Tanggal Wawancara : 7 Juni 2018

Waktu Wawancara : Pukul 14:00 sd selesai

Pewawancara . Fauzi MA

Fauzi : Sejak kapan penggunaan SIMDA BMD?

Informan 4 : tahun 2015 awal kita pakek.

Fauzi : apa ada kendala dalam menjalankan SIMDA BMD?

Informan 4 . ada bg, tapi kita dikasih solusinya sama BPKP, waktu itu
sama Pak Eliza, kalau ada permasalah dengan simda.

Fauzi . contoh permasalahannya?

Informan 4 : permasalahan update, laporan yang tidak muncul. Kita juga

ada dikasih sript sama pak eliza untuk melakukan beberapa
perubahan atau tampilan data atau cara melakukan
penyusutan. Tahun 2016 dengan 2017 kemaren untuk
Simda BMD ndak ada permasalahan dengan laporan atau

dengan BPK
Fauzi : apa di menu-menu Simda BMD sudah semua digunakan?
informan 4 : belum scmua menu kita gunakan, karcna kita belum bisa

sinkron atau terkoneksi dengan Simda Keuangan. Menu
yang kita gunakan cuman penatausahaan atau input barang
aja. Kemudian tampilan menu laporan. Kalau menu lain
seperti pengadaan, perencanaan, pemeliharaan dan lainnya
belum kita gunakan.

Fauzi : Jadi Simda BMD yang dibuat oleh BPKP ini hanya khusus
untuk penatausahaan atau pencatatan barang milik daerah
aja yah? Kalau untuk seperti terhubung dengan software
GIS yang bisa menunjukkan lokasi keberadaan aset tanah
atau bangunan belum bisa yah?

Informan 4 : Belum bg, di aplikasi kita cuman ada alamat
tanah/bangunan dengan nomor sertifikatnya, sesuai yang
diinput oleh pengurus barang.

Fauzi : apa semua tanah/bangunan sudah lengkap alamat tanahnya?
Apa ada juga yang tidak diketahui?
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Informan 4 : ada bg, banyak juga alamatnya cuman sebatas di desa mana
gitu atau kecamatan. Kadang untuk mengetahui lokasi
sebenamya kita juga ndak tahu.

Fauzi : Jadi untuk Simda BMD ini yang dibuat sama BPKP udah
banyak juga daerah lainnya yang menggunakan, apa
sebenarmnya kelemahan dan keuntungan dari penggunaan
Simda BMD?

Informan 4 : Keuntungannya yang buat ini sama BPKP dan kita terus
didukung untuk pengembangannya, seperti update2 kita
pasti dikasih tahu, dan kalau ada permasalah pun kita bisa
langsung ke Banda Acch untuk penyelesaiannya, ndak
harus ke Jakarta, di BPKP Banda Aceh sudah disediakan
ruang khusus untuk konsultasi masalah Simda. Kelebihan
lainnya juga kita punya grup di fb, dimana kalau kita ada
permasalahan atau daerah lain ada permasalahan kita bisa
langsung tanyakan di grup dan nanti dijawab sama master
adminnya dari jakarta.

Kalau kelemahannya, menurut beberapa daerah yang sudah
menggunakan Simda BMD kemudian menggantikannya
dengan aplikasi lain dan pihak ketiga, bilang kalau simda
bmd sulit untuk kita melakukan penghapusan atau mencarn
item suatu barang dan hanya bisa dihapuskan satu persatu
tidak secara sekaligus. Kelemahannya lagi kadang sering
error atau tampilan laporannya ndak keluar. Kadang kita
sering harus pakai sript untuk melakukan pelaporan. Kalau
di kota-kota besar, seperli Surabaya, Lampung, aplikasi
BMD-nya pakai pihak ketiga, bahkan tetangga kita Gayo
Lues juga pakai aplikasi dari pihak ketiga.
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Informan 8

Alamat dan No. Hp. : Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah.
Tempat Wawancara : Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah
Tanggal Wawancara : 7 Juni 2018

Waktu Wawancara : Pukul 14:30 .sd selesai

Pewawancara : Fauzi MA

Fauzi

Informan 8

Fauzi
Informan 8

Fauzi

Informan &

Fauzi

Informan &

Fauzi
Informan 8

Fauzi

Informan &

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

: Apa yang menjadi tujuan dari kegiatan pelelangan barang

milik daerah tahun 2017 laiu?

: tujuannya untuk melakukan penghapusan atas barang milik

daerah yang sudah rusak.

: dengan cara apa dilakukan penghapusan?
: dengan cara dijual atau dimusnahkan.

: ada berapa banyak barang yang dijual atau dimusnahkan

tahun 2017 yang lalu?

: tahun 2017 kemaren yang dijual atau dilelang hanya untuk

bongkaran bangunan sekolah-sekolah yang mau direhap
kembali. Kalau untuk barang-barang inventaris belum
sempat kita lakukan penjualan atau pemusnahan.

: jadi tahun 2017 lalu, belum ada barang-barang seperti

perlatan dan mesin yang rusak dilakukan penjualan?

: sebelum dilakukan penjualan bg, kita lakukan penilaian

teriebih dahulu ke KPKNL Lhokseumawe. Cuman orang tu
belum sempat mentlai, kita udah dari awal tahun
mengajukan permohonan penilatan tapi sampai akhir tahun
mereka belum bisa, bahkan mungkin sampai tahun 2018
juga belum bisa dilakukan penilaian. Yang sempat mereka
nilai cuman satu kenderaan wakil bupati aja. Itu cuinan satu
yang bisa orang tu nilai.

: berarti barang yang dilelang juga ndak ada yah?
: 1ya benar. Paling untuk bongkaran sekolah-sekolah tu aja.

: Berarti anggaran untuk kcgiatan pclelangan banyak

dikembalikan?

: anggarannya sudah kita revisi, anggaran kita gunakan untuk

kegiatan lain atau kegiatan yang berhubungan dengan
koordinasi pelelangan. Sisa anggaran sekitar 10 jt.
Koordinasi  pelelangan  termasuk  SPPD  untuk
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pelatihan/pendidikan petugas penilai ke Medan dan ke
Jakarta. Jadi tahun depan bisa nanti kita melakukan
penilaian sendiri, karena kita sudah punya sertifkat

penilaian dari MAPPI.

Fauzi : jadi tahun 2017, kegiatan pelelangan lebih banyak ke
persiapan penilaian tahun 2018 im yah?

Informan 8§ : 1ya bg, tahun 2018 ini mudah-mudahakan bisa
terselesatkan.

Fauzi : Jadi penyebab salah satu kegiatan pelelangan tidak dapat

sepenuhnya dilaksanakan, karena penilai dari KPKNL
Lhokseumawe belum bisa melakukan penilaian, apa ada
penyebab lainnya.

Informan 8§ : Iya bg, kalau penyebab lainnya ndak ada. Kita cuman
mengandalkan KPKNL untuk penilaian dan pelelangan.
Karena sumber daya kita disini belum hisa melakukan
penilaian, walaupun secara aturan bisa dilaksanakan, tapi
BPK menyarankan untuk penilaian barang milik daerah,
penilai wajib memiliki kemampuan penilai dengan
menunjukkan bukti sertifikat pelatihan. Itu yang sedang kita
kejar tahun ini.
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TRANSKRIP HASIL. WAWANCARA

Nama Narasumber : Informan 6

Alamat dan No. Hp. : -

Tempat Wawancara : Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah
Tanggal Wawancara : 7 Juni 2018

Wakte Wawancara : Pukul 14:30 .sd selesai

Pewawancara : Fauzi MA
Informan 6 . gere 1 betehe we pengelola barang. Nagak ye, bewene 1 asct
Informan 6 : maunya kita disuruh , “nih kalian pergi jalan-jalan keluar

daerah pergi refreshing”. Ini apa? disalaminya juga nggak,
ndak ada sedikit pun penghargaan untuk kita.

Informan 6 . kita sudah sensus semuanya, KIB A, B, C, D, E. untuk
Tanah, Gedung dan Bangunan harus ada titik koordinat
semuanya, kalau ndak kaco nanti semuanya.

Kalau sudah pakai titik koordinat, nanti ketahuan semua di
peta.

...nanti kita tinggal ngecek ini barangnya ini, ini tititk
koordinatnya ini. ..
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Informan 10

Alamat dan No. Hp. : Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah
Tempat Wawancara : Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah
Tanggal Wawancara : 7 Juni 2018

Waktu Wawancara : Pukul 14:30 .sd selesai

Pewawancara . Fauzi MA

Fauzi : Bg, bisa abg jelaskan pekerjaan abg sebagai pengurus
barang disini apa?

Informan 10 : Saya baru awal tahun 2018 disini, sebelumnya huawin yang
jadi pengurus barang. Kalau selama ini kayaknya ndak
banyak pekerjaan yang saya lakukan, cuman sekarang lagi
data jumlah kenderaan yang dipakai sama pegawai disini.

Fauzi : Jadi, selama tm abg atau sebelum abg belum tahu jumlah
kenderaan yang ada?

Informan 10 : Belum, udab ada datanya cuman belum kita update siapa-
siapa aja yang sudah punya kenderaan.

Fauzi : selain itu, apa yang lagi tugas dari pengurus barang?

Informan 10 : ini lagi kita perbaiki data inventaris barang vang ada. Habis
tu kalau ada belanja modal kita catat di aplikasi.
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber . Informan 9

Alamat dan No. Hp. : BLUD RSU Datu Beru Takengon
Tempat Wawancara : BLUD RSU Datu Beru Takengon
Tanggal Wawancara : 7 Juni 2018

Waktu Wawancara : Pukul 14:30 .sd selesai

Pewawancara : Fauzi MA

Fauzi : Apa sehari-hari kegiatannya di rumah sakit ini?

Informan ¢ . Kita catat kalau ada barang masuk aja, habis tu kita buatkan
berita acara serah terima ke ruangan atan yang
menggunakan.

Fauzi : Tapi 1tu kan sebentar cuman, selain dan situ?

Informan 9 . Selain itu kita bantu-bantu kasubbag umum disini, itu diluar
tupoksi.

Fauzi : Tahun kemaren ada mengajukan untuk penghapusan
barang?

Informan 9 : sudah kita ajukan ke aset, tapi sampai sekarang belum ada
realisasinya.

Fauzi - kemaren ada BPK datang untuk memeriksa yah, apa semua
barang ada?

Informan 9 : Tidak semua barang ada, sebahagian sudah nggak tahu
kemana lagi?

Fauzi : Itu temuan BPK juga bilang kalau banyak barang-barang
yang ndak ada nomor kodc barang lagi?

Informan ¢ : itulah, dulu udah pemah kita tempelkan, scbahagian besar
udah dicabut. Ini udah disuruh lagi kita tempelkan.

Fauzi : udah berapa tahun sebagai pengurus barang?

Inforinan 9 : udah hampir sepuluh tahun, ini mau ngajukan berhenti tapi
ndak dikasih.

Fauzi : udah lama yah, berarti tahu semua barang yang ada disini,
kenapa barang yang di buku inventans itu ndak disesuaikan
ataun dikoreksi jika ada kesalahan?

Informan 9 : saya ndak tahu prosedurnya gmn? Tapi kalau disuruh cari

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Informan 9
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: Menurut Aris yang udah lama jadi pengurus barang, kira-

kira apa yang dikehendaki biar aset ini tertib dalam
pengelolaannya

: Tiap tahun kita cuman disuruh input aja, jarang ada

pelatihan atau diklat yang diselenggarakan oleh bidang aset.
Maunya ada sosialisasi atau pelatihan yang perlu diadakan.



Nama Narasumber
Alamat dan No. Hp.

Tempat Wawancara

Tanggal Wawancara :

Waktu Wawancara
Pewawancara

Fauzi

Informan 7

Fauzi

Informan 7

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

TRANSKRIP HASIL. WAWANCARA

Informan 7

Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Aceh
Tengah

Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah
26 Maret 2018

Fauzi MA

: apa permasalahan atau kendala yang dihadapi sebagai
pengurus barang?

: masih kurangnya tempat-tempat penyimpanan arsip, data
yang diperlukan dari PPTK terkadang sulit/susah kita
peroleh dan masih kurangnya perhatian terhadap pengurus
barang.

: kira-kira apa sarannya gmn seharusnya pengelolaan BMD/

: sebaiknya dalam pengelolaan bmd agar lebih tertib dan
sesuai aturan dan sumberdaya aparatur pengelola bmd
harus sering diikutkan dalam diklat dan bintek agar lebih
terampil dan berkualitas.
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